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MOTTO 

                            

                                  

       

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu 

adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah 

kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu 

ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari 

pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
1
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Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Aneka Ilmu, 

2013, hal. 27. 
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TRANSLITERASI
2
 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 - ba‟ B ب

 - ta T ت

 sa ṡ (dengan titik di atas) ث

 - jim J ج

 ha ḥ h (dengan titik di bawah) ح

 - kha Kh خ

 - dal D د

 zal Ż z (dengan titik di atas) ذ

 - ra R ر

 - za Z ز

 - sin S س

 - syin Sy ش

 sad ṣ s (dengan titik di bawah) ص

 dad ḍ d (dengan titik di bawah) ض

 ta ṭ t (dengan titik di bawah) ط

 za ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik ke atas„ ع

 - gain G غ

 - fa F ف

 - qaf Q ق

 - kaf K ك

 - lam L ل

 - mim M م

 - nun N ن

 - wawu W و

 - ha H ه

 hamzah ' Apostrof ء

 - ya‟ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap 

                                                           
2
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 

158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988. 
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Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh : 

 .ditulis Ahmadiyyah احمد ية

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. 

 .ditulis jama’ah  جما عة

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: 

 .’ditulis karamatul-auliya  كرا مة الا وليا ء

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

E. Vokal Panjang 

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-

masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. 

F. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya‟ mati ditulis ai, contoh: 

 ditulis bainakum بينكم

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh: 

 ditulis qaul قول

 

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan 

dengan apostrof (') 

  .ditulis a'antum أ انتم

 .ditulis mu'annas  مؤ نج

H. Kata Sandang Alif + Lam 
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1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al-. Contoh:  القرا ن  ditulis Al-

Qur‟an. 

2. Bila mengikuti huruf Syamsiyah, huruf i diganti dengan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya. Contoh:   الشيعة ditulis as-Syi’ah. 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, contoh: 

     .ditulis zawi al-furud  ذ وى ال فروض

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, 

contoh: 

 .ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul –Islam   شيح الا سلا م
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ABSTRAK 

Berawal dari persoalan pelaksanaan perbedaan umat Muslim di Indonesia 

dalam melaksanakan puasa ʻArafah yang tidak bertepatan dengan prosesi jamaah 

haji wukuf di Padang ʻArafah Arab Saudi membuat Majelis Tarjih dan Tajdid PP 

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa mengenai persoalan hari ʻArafah. Fatwa 

tersebut dimuat dan dipublikasikan di Majalah Suara Muhammadiyah no 16 tahun 

2003 dalam rubrik Fatwa Agama. Isi dari fatwa tersebut cenderung menggunakan 

matlak Arab Saudi sebagai acuan penetapan awal bulan kamariah terutama untuk 

bulan-bulan yang terkandung ibadah di dalamnya seperti, Ramadan, Syawal, dan 

Zulhijjah. Isi diktum fatwa menjadi kontradiksial dengan apa yang dijadikan 

pedoman Muhammadiyah sejak lama yaitu dengan metode Wujūd al-hilāl kriteria 

hisab hakiki dan konsep matlak wilayāt al-hukmi.  

Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti terkait bagaimana anomali 

fatwa ʻArafah PP Majelis Tarjih dan Tajdid tahun 2003-2015 sebagai jawaban 

dari anggapan inkosistensi yang ada pada Muhammadiyah. Kemudian apa latar 

belakang dari fatwa tahun 2003 tersebut, hal ini untuk mengetahui faktor-faktor 

apa yang menyebabkan dikeluarkannya fatwa tersebut. 

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode 

pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara dan naskah fatwa di majalah 

suara Muhammadiyah rubrik Fatwa Agama untuk menghasilkan data primer. 

Dokumentasi dengan menghimpun buku-buku, maklumat penetapan awal bulan 

kamariah Muhammadiyah, karya ilmiah serta artikel artikel sebagai cara 

mendapatkan data sekunder. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada 

tokoh tokoh falak Majelis Tarjih dan Tajdid Muhmmadiyah. Analisa deskriptif 

dibangun dari data wawancara serta beberapa tulisan maupun karya tulis tokoh 

Muhammadiyah. 

Hasil analisis menunjukan bahwa adanya anomali dari fatwa puasa 

ʻArafah tahun 2003-2015 bahwa sejak dikeluarkannya fatwa mengenai puasa 

ʻArafah oleh Majelis Tarjih dengan ketentuan menggunakan matlak Arab Saudi 

(Makkah) dalam melaksanakan puasa ʻArafah, hal ini tidak sesuai dengan 

ketentuan metode yang sudah digunakan Muhammadiyah sejak lama dengan 

matlak wilayāt al-hukmi. Faktor yang mempengaruhi yaitu adanya ketokohan dari 

pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid pada saat itu, dan juga faktor sosial karena 

seringnya terjadi perbedaan di dalam pelaksanaan puasa ʻArafah.  

Kata kunci: Fatwa ʻArafah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tahun 

2003, Puasa ʻArafah, matlak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penentuan awal bulan kamariah merupakan suatu persoalan yang 

sangat penting dalam agama Islam karena menyangkut waktu pelaksanaan 

ibadah, khususnya dalam penentuan awal dan akhir puasa di bulan Ramadan, 

hari raya Idul Fitri di bulan Syawal dan hari raya Idul Adha di bulan Zul 

Hijjah. 

Di Indonesia sendiri ragam penentuan awal bulan Kamariah sangat 

variatif dan masih sangat sulit untuk dipertemukan. Pada akhirnya kontroversi 

definisi hilāl terkait dalam penentuan awal bulan kamariah akibatnya harus 

kembali kepada masyarakat yang harus dibuat bingung dalam menentukan 

pilihan. Bagi masyarakat yang menjadi bagian ormas tertentu, biasanya 

mereka akan condong mengikuti pendapat ormas masing-masing karena 

kedekatan kultural dan ikatan emosional. Namun bagi masyarakat yang tidak 

terkait dengan ormas manapun, tentu akan sulit menjatuhkan pilihan.
1
 

Dalam realitanya perjalanan kalender kamariah di Indonesia masih 

sering kali terjadi perbedaan dan perdebatan. Diantara beberapa faktor 

penyebab perbedaan dalam kalender kamariah adalah nash Al-Quran dan 

Hadis yang menjadi sumber hukum dalam penentapan kalender kamariah. 

                                                           
1
Muh Hadi Bashori, Pergulatan Ḥisāb dan Rukyat di Indonesia Analisis Posisi 

Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia), skripsi Sarjana 

Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: 2013, hlm. 7 
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Diantara hadis yang berkenaan dengan kemunculan hilāl
2
 sebagai awal waktu 

pelaksanaan puasa  diantaranya Rasulullah SAW bersabda: 

آدم حذثٌّا شعبت حذثٌّا محمد بي زياد قال : سوعت أبا ُريرة رضي الله اًَ يقول : قال الٌبيَ ص.  حذثٌّا

أو قال : صوهو لرؤيتَ وأفطروا لرؤيتَ فإى غبّي عليكن فأكولوا عذةّ شعباى ثلاثيي)رواٍ  –م 

البخارى(
 3

 

Diriwayatkan oleh Adam, Syu‟bah, Muhammad bin Ziyad berkata: saya 

mendengar Abu Hurairah ra: Dia berkata: Rasulullah saw, atau beliau 

telah bersabda: Abu Al-Qasim saw telah berkata: ((Berpuasalah kalian 

karena melihatnya (hilāl) dan berbukalah karena melihatnya (hilāl). 

Apabila pandangan kalian tersamar (terhang), maka sempurnakanlah 

hitungan bulan Syakban menjadi 30 hari))”. (HR. Bukhari). 

Pemahaman terhadap hadis tersebut secara umum terbagi menjadi dua 

madzab besar, yaitu: madzab hisab dan madzab rukyat. Madzab hisab yang 

memahami kata rukyat dalam hadis di atas bersifat ta’aqulli-ma’qul al-

ma’na, sehingga dapat diperluas, dirasionalkan dan dikembangkan. Madzab 

hisab memandang untuk menentukan awal bulan tak harus dengan melihat 

secara langsung namun bisa ditentukan melalui perhitungan posisi hilāl.
4
 

Sedangkan madzab rukyat lebih memahami hadis rukyat secara taʻabudi gair 

maʻqul maʻna, sehingga penentuan awal bulan tidak dapat dirasionalkan 

                                                           
2
Hilāl diartikan sebagai Bulan Sabit, dalam bahasa Inggris disebut Cresent, yaitu Bulan 

Sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah ijtima‟. Ada tingkat-tingkat penamaan orang Arab 

untuk bulan (1) Hilāl, sebutan Bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal sampai menjelang 

terjadinya rupa semu Bulan pada terbit awaal (2) Badr, sebutan pada Bulan purnama dan (3) 

Qamr, sebutan bagi bulan pada setiap keadaan. Lihat Susiknan Azhari, Ensiklopedi hisab Rukyat, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2012, h. 76 
3
Abi Al Hasan Nurdin Muhammad bin Abdu, Kitab Shahih Al Bukhari, (Darul Kitab 

„Alamiyyah: Beirut-Libanon), 1998, h. 630 
4
Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan NU &Muhammadiyah dalam 

Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha), (Penerbit Erlangga), 2007,H. 4 
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dengan hitungan belaka namun juga harus dibuktikan dengan menggunakan 

pengamatan hilāl langsung dengan mata.
5
  

Selama ini umat Islam di dunia sering mengalami perbedaan dalam 

penentuan awal bulan kamariah, di Indonesia sendiri seringkali mengalami 

peristiwa yang membingungkan saat penentuan awal bulan kamariah, 

tepatnya hari pertama sebuah bulan yang terkait dengan prosesi ibadah.
6
. 

lebih tepatnya tiga bulan yang selalu diberikan perhatian khusus oleh umat 

Islam terutama kalangan praktisi falak maupun astronomi yaitu bulan 

Ramadan, Syawwal, dan Zulhijjah. Hal ini dikarenakan terdapat waktu 

pelaksanaan ibadah yang sangat urgen bagi umat Islam di dalam tiga bulan 

tersebut. Tiga peristiwa yang sering terjadi dalam kalender kamariah adalah: 

 Pada saat menentukan akhir buan Syakban karena tekait dengan 

hari pertama bulan berikutnya (bulan Ramadan) saat di mana 

umat Islam harus memulai berpuasa, 

 Pada saat menentukan akhir Ramadan, karena hal ini sangat 

terkait erat dengan hari pertama bulan berikutnya (syawwal) 

saat di mana prosesi ibadah Idul Fitri dilakukan 

 Pada saat menentukan awal bulan Zulhijjah karena terkait 

dengan hari ke 10 buan Zulhijjah, saat di mana prosesi ibadah 

Idul Adha dilakukan.
7
 

                                                           
5
Ibid. h. 4 

6
 Tono Saksono, Mengkompromikan Rukyat dan Hisab, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, 

hlm. 15 
7
 Ibid 
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Namun, disamping itu juga terdapat satu waktu ibadah di bulan 

Zulhijjah yakni puasa ʻArafah yang dilaksanakan tanggal 9 bulan Zulhijjah. 

Dalam perspektif penanggalan sendiri, Zulhijjah merupakan bulan ke-12 yang 

sekaligus bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah 

merupakan sistem penanggalan yang didasarkan pada siklus pergerakan 

Bulan mengelilingi Bumi. Bulan rata-rata memerlukan 29,53 hari menempuh 

siklus sinodisnya. Siklus sinodis adalah dasar perhitungan Bulan seperti 

kalender Hijriah dan kalender Cina. Inilah yang mendasari jumlah hari dalam 

sebulan terdiri dari 29-30 hari.
8
 

Puasa pada bulan Ramadan wajib hukumnya bagi setiap individu 

muslim dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Namun, ada ketentuan 

syariah yang mengatakan bahwa berpuasa pada tanggal 1 Syawwal adalah 

haram hukumnya. Begitu juga dengan tanggal 9 bulan Zulhijjah merupakan 

puncak ibadah bagi umat Islam yang sedang mengerjakan ibadah haji di 

Makkah yakni wukuf di padang ʻArafah.
9
 Bertepatan dengan hal itu umat 

Islam di belahan dunia dalam rangka penghormatan disunahkan untuk 

melakukan puasa ʻArafah pada hari tersebut. Karena terkait ibadah itulah 

umat Islam sangat hati-hati dalam menentukan dimulainya bulan baru 

khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. 

Muhammadiyah yang merupakan salah satu ormas Islam terbesar di 

Indonesia lebih diidentikan dengan aliran hisab. Hal ini dikarenakan dalam 

penetapan awal bulan kamariah Muhammadiyah menggunakan metode hisab 

                                                           
8
 Hendro Setyanto, Membaca Langit, Jakarta: al-Ghuraba,, 2008, hlm. 58 

9
 Tono Saksono, op.cit. hlm. 16 
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wujūd al-hilāl
10

 sehingga dalam prakteknya tidak harus menggunakan rukyat. 

Kriteria wujūd al-hilāl yang dipegang oleh Muhammadiyah mendasarkan 

pada keadaan Bulan berada di atas ufuk tanpa memperhitungkan tinggi, sudah 

terjadi ijtimak qabla al-gurūb  dan Matahari berbenam terlebih dahulu 

daripada Bulan. 

Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru 

kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujūd al-hilāl. 

Dalam hisab hakiki wujūd al-hilāl, bulan baru kamariah dimulai apabila telah 

terpenuhi tiga kriteria berikut: 

1) telah terjadi ijtimak
11

 (konjungsi), 

2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan 

3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk 

(bulan baru telah wujud).
12

 

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam arti 

ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka 

bulan baru belum mulai. Kriteria ini difahami dari isyarat dalam firman Allah 

swt pada surat Yasin  ayat 39 dan 40 yang berbunyi, 

                                                           
10

Secara harfiah berarti hilāl telah wujud. Sementara itu menurut ilmu falak adalah 

matahari terbenam terlebih dulu daripada bulan (meskipun hanya selisih satu menit atau kurang) 

yang diukur dari titik Aries hingga benda langit dimaksud dengan pengukuran berlawanan dengan 

jarum jam. Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III, 2012, 

hlm. 240 
11

 Ijtimak biasa disebut juga dengan iqtiran merupakan suatu peristiwa di saat Bulan dan 

Matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, Susiknan Azhari, Ensiklopedi....hlm. 93 
12

Majelis Tarjih dan Tahdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Hisab 

Muhammadiyah, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), cet. Kedua, 2009, 

h. 79 
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                                    

                         

dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah 

Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk 

tandan yang tua. 

tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak 

dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
13

 

Penyimpulan tiga kriteria di atas dilakukan secara komprehensif dan 

interkonektif, artinya difahami tidak semata dari ayat 39 dan 40 surat Yasin 

an sich, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadis dan konsep fikih lainnya 

serta dibantu ilmu astronomi. Dalam surat ar-Rahman dan surat Yunus 

dijelaskan bahwa Bulan dan Matahari dapat dihitung geraknya dan 

perhitungan itu berguna untuk menentukan bilangan tahun dan perhitungan 

waktu. Di antara perhitungan waktu itu adalah perhitungan bulan.
14

 

Muhammadiyah mempunyai sebuah lembaga yang menangani 

permasalahan-permasalahan Islam termasuk hisab rukyat, lembaga tersebut 

adalah Majelis Tarjih
15

. Majelis Tarjih dan Tajdid sendiri memiliki rencana 

strategis untuk: Menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam 

Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam 

                                                           
13

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan 

Penyelenggara dan Penterjemah Tafsir Al Qur‟an, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hlm. 401 
14

Ibid. h. 80 
15

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yang 

membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya di bidang fiqh. Majelis ini dibentuk dan 

disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Pekalongan dengan KH. Mas 

Mansur sebagai ketua yang pertama. Majelis ini didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah 

khilafiyah karena pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Fathurrahman Djamil, 

Metode Ijtihad Majelis Tarjih, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hlm. 64. Menurut Ahmad 

Izzuddin KH. Mas Mansur mengusulkan agar dalam persyarikatan Muhammadiyah ada tiga 

majelis, yakni Majelis tarjih, majelis tanfidz, dan Majelis Taftisy. Ahmad Izzuddin, Fiqh...h. 112 
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kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan 

tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya 

sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di 

tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks. 

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas 

pokok:Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman 

ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks. 

Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai 

prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah. Mengoptimalkan 

peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu 

proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang. 

Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman 

Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat. Membentuk dan 

mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid 

pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.
16

Dari program yang 

diusung oleh Majelis Tarjih ini nampak jelas bahwa lembaga ini ingin 

menjembatani dan memberikan solusi perihal permasalahan masyarakat 

kalangan Muhammadiyah khususnya dalam menjawab permasalahan-

permasalahan yang ada.  

Salah satu tugas dan wewenang Majlis Tarjih yaitu mengeluarkan fatwa 

tentang permasalahan yang terjadi sebagai bahan pertimbangan kepada 

pimpinan persyarikatan. Sebagai lembaga ijtihad Majelis Tarjih PP 

                                                           
16

http://tarjih.Muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html, diakses Kamis 

22 Oktober 2015 

http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html
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Muhammadiyah mempunyai otoritas penuh dalam memproduksi, 

memberikan penjelasan dan mengeluarkan fatwa keagamaan termasuk dalam 

persoalan awal bulan kamariah terutama bulan-bulan yang mengandung unsur 

ibadah wajib di dalamnya seperti Ramadan, Syawwal, serta Zulhijjah 

termasuk di dalamnya hari puasa ʻArafah.  

Diantara  fatwa yang pernah dikeluarkan Majelis Tarjih PP 

Muhammadiyah adalah mengenai pelaksanan puasa ʻArafah tahun 2003. 

Fatwa tersebut dimuat di Majalah Suara Muhammadiyah, yang isinya 

cenderung untuk menetapkan Mekah sebagai matlak (tempat acuan 

menentukan awal bulan). Fatwa tersebut muncul untuk menjawab pertanyaan 

dari masyarakat tentang hukum puasa ʻArafah yang dilakukan tidak 

bertepatan pada hari pelaksanaan wukuf. Waktu itu terjadi perbedaan 

penetapan awal bulan Zulhijjah antara Pemerintah (Kementrian Agama) 

dengan Arab Saudi. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pada saat itu 

ormas-ormas Islam di Indonesia maupun pemerintah sama-sama 

menggunakan matlak wilayāt al-hukmi, sehingga sangat mungkin terjadi 

perbedaan dengan Arab Saudi. Kebetulan Muhammadiyah sama dengan Arab 

Saudi, sementara Pemerintah Indonesia berbeda.
17

  

Kemudian dari sinilah banyak yang mempertanyakan mengenai 

konsistensi Muhammadiyah dalam memegang kriteria yang sejak dulu 

dipakai yaitu wujūd al-hilāl  dan memakai matlak‟ wilayāt al-hukmi termasuk 

dalam penetapan Zulhijjah dan puasa ʻArafah. dalam kasus hari ʻArafah. 

                                                           
17

 Wawancara dengan Amiruddin, staf sekretaris PP Muhammadiyah di Kantor Pusat 

Muhammadiyah, Jalan KHA. Dahlan hari Kamis 19 November 2015 
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Anggapan inkosistensi muncul seiring dengan terjadinya perbedaan 

penetapan hari ʻArafah Muhammadiyah dengan Arab Saudi. Hal ini dilatar 

belakangi karena baik antara Muhammadiyah dan Arab Saudi sama-sama 

menggunakan hisab dalam penetapannya yang kemudian muncul anggapan 

bahwa kebersamaan Muhammadiyah dengan Arab Saudi di dalam hari 

ʻArafah merupakan suatu keharusan.  

Perbedaan penetapan antara Muhammadiyah dan Arab Saudi dalam 

hari raya Idul Adha maupun ʻArafah sebagai salah satu contoh bahwa 

kebersamaan antara Muhammadiyah dengan Arab Saudi suatu keharusan 

merupakan anggapan yang keliru. Sebagai contoh hasil hisab Zulhijjah 1436 

H/2015 M yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah dalam surat No. 027/1.1/B/2015 tanggal 21 Jumadil akhir 

1436 H/11 April 2015 M, dengan ketinggian Bulan pada saat terbenam 

Matahari di Yogyakarta ((ϕ = -07°48‟ dan λ = 100°21‟ BT) = +0°25‟52”. 

Sehingga menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari 

Senin Legi 14 September 2015 M, sedangkan tanggal 9 Zulhijjah 1436 H 

jatuh pada hari Selasa Wage 2015 M, dan 10 Zulhijjah (Idul Adha) 1436 H 

jatuh pada hari Rabu Kliwon 23 September 2015 M. Dan hari ʻArafah (9 

Zulhijjah 1436 H) jatuh pada hari Selasa Wage 22 September 2015,
18

 

Sedangkan di lain pihak berkembang informasi bahwa di Arab Saudi 

tanggal 1 Zulhijah 1436 H jatuh pada hari Selasa 15 September 2015 M, hari 

ʻArafah (9 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Rabu 23 September 2015 M dan 

                                                           
18

 Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/MLM/I.0/E/2015. Pdf. 
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Idul Adha (10 Zulhijah 1436 H) jatuh pada hari Kamis 24 September 2015 

M.
19

Sementara itu Senin 13 september Kemenag melalui dirjen BIMAS Islam 

menyampaikan hasil sidang isbat sebagai hasil dari penggunaan metode 

imaknur ru'yat terkait dengan penentuan hari ʻArafah dan hari raya Idul Adha. 

Pemerintah memutuskan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari 

Selasa 15 September 2015 sehingga hari ʻArafah (9 Dzhulhijjah 1436 H) 

jatuh pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 dan Idul Adha (10 Zulhijjah 

1436 H) jatuh pada hari Kamis 24 september 2015.
20

 

Dalam bulan Zulhijjah tahun ini Muhammadiyah dalam hal ini 

memahami bahwa puasa ʻArafah adalah puasa yang dilaksanakan pada 

tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan kalender bulan Zulhijjah pada di wilayah 

Indonesia sesuai dengan hasil perhitungan metode hisab wujūd al-hilāl . Oleh 

karena itu, puasa ʻArafahnya tidak harus bersamaan dengan jamaah haji yang 

sedang wukuf di padang ʻArafah ketika terjadi perbedaan hari antara 

Muhammadiyah dan pemerintah Arab Saudi.
21

  

Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengetahui bagaimana anomali fatwa Majelis Tarjih mengenai puasa ʻArafah 

yang penulis batasi dari rentan tahun 2003-2015 mengingat adanya fatwa 

mengenai puasa ʻArafah sendiri ada pada tahun 2003. Studi tersebut 

                                                           
19

Lihat di http://www.sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-ʻArafah-mengikuti-

wukuf-atau.html, diakses Kamis 22 Oktober 2015 

20
Ibid. 

21
http://www.sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-ʻArafah-mengikuti-wukuf-

atau.html, diakses hari Kamis 22 Oktober 2015 

http://www.sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-arafah-mengikuti-wukuf-atau.html
http://www.sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-arafah-mengikuti-wukuf-atau.html
http://www.sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-arafah-mengikuti-wukuf-atau.html
http://www.sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-arafah-mengikuti-wukuf-atau.html
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kemudian penulis angkat dalam skripsi dengan judul “Anomali Fatwa Majelis 

Tarjih PP Muhammadiyah tentang puasa ʻArafah tahun 2003-2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan pokok-

pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: 

a. Bagaimana anomali fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dari tahun 

2003-2015? 

b. Apa yang menjadi latar belakang adanya fatwa Majelis tarjih 

Muhammadiyah tahun 2003 tentang puasa ʻArafah? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pemahaman tentang  Majelis Tarjih dan fatwa Majelis 

Tarjih dalam hal puasa ʻArafah 

2. Menjelaskan anomali fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah sehingga 

mendapatkan informasi lebih mengenai aspek apa saja yang melatar 

belakanginya  

3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan mendasari 

fatwa tahun 2003 mengenai puasa ʻArafah dari Majelis Tarjih 

Muhammadiyah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 
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1. Bahan acuan bagi penulis lain yang ingin meneliti lagi dari aspek lainnya 

dan bahan referensi bagi kalangan sivitas akademika 

2. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan 

sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari 

E. Tinjauan Pustaka 

Sejauh penelusuran penulis, penulis menemukan beberapa penelitian 

baik dari skripsi maupun tesis dan disertasi tentang ilmu falak khususnya 

yang membahas terkait persoalan Muhammadiyah dibandingkan dengan 

penelitian ini masih tersapat perbedaan-perbedaan yang substansial. 

Sekalipun banyak penelitian-penelitian yang membahas Muhammadiyah 

namun masih belum menyinggung permasalahan fatwa Majelis Tarjih 

sebagaimana yang penulis akan jadikan penelitian. Maka berdasarkan 

penelusuran penulis terhadap buku atau karya ilmiah atau hasil penelitian 

yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini adalah: 

Skripsi Hafidzul Aetam yang berjudul, Analisis Sikap Majelis Tarjih 

Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah Di 

Indonesia. Dalam skripsinya, Aetam mengupas tentang sikap 

Muhammadiyah terhadap upayapenyatuan kalender Hijriyah. Sikap 

Muhammadiyah merupakan langkah persuasif untuk membangun 

kematangan kriteria dalam gagasan kalender hijriah yang bersatu. 

Kemungkinan Muhammadiyah untuk melebur kepada pemerintah sangat 

terbuka, dengan beberapa catatan mengenai konsep penyatuan serta kriteria di 

antaranya adalah: permasalahan kriteria yang baku, kriteria yang mencakup  
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hisab dan rukyat dan reposisi fungsi hisab maupun rukyat.  Apabila beberapa 

aspek di atas dipenuhi dan menjadi bahan evaluasi terhadap penyatuan 

kalender hijriah, kemungkinan terbesar Muhammadiyah akan menyisihkan  

wujūd al-hilāl  dan meruntuhkan berbagai pernyataan politis dari  pimpinan 

Muhammadiyah apabila mengedepankan kepentingan bersatu dalam waktu 

ibadah.
22

 

Penelitian Hafidzul Aetam tentang Interpretasi Hadis-Hadis Rukyat 

dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pandangan Kritis Muhammadiyahatas 

Penentapan Rukyatul Hilāl Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan). Dalam 

penelitian tersebut, Muhammadiyah memandang  metode rukyat yang selama 

ini digunakan oleh beberapa ormas dan pemerintah tidak maksimal dengan 

adanya kelemahan dari segi subyek observer, lokasi pengamatan di Indonesia 

maupun obyek yang dirukyat. Sehingga dengan menggunakan pertimbangan 

surat Ar Rahman ayat 5, Yunus ayat 5, hadis Kuraib dan hadis Abu Bakr Ibn 

Abi Syaibah, Muhammadiyah memperluas makna rukyat dalam hadis-hadis 

perintah rukyat menjadi tidak hanya sekedar rukyat terapan, namun juga 

dengan pengetahuan maupun perhitungan serta pemahaman kata faqdurŭlah 

sebagai perintah untuk melakukan perhitungan.
23

 

Disertasi Rupi‟i Amri tentang Dinamika Penentuan Awal Bulan 

Qamariyah Muhammadiyah, Rupi‟i menjelaskan tentang keadaan umat Islam 

yang pada waktu itu masih ummi, belum mengenal baca tulis dan hisab 

                                                           
22

Hafidzul Aetam, “Analisis Sikap Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Penyatuan 

Sistem Kalender Hijriah Di Indonesia”,Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo 

Semarang, 2013 
23

Hafidzul Aetam, Interpretasi Hadis-Hadis Rukyat Dalam Kajian Falak 

Muhammadiyah, Penelitian Individu Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo, 2014 
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astronomis yang kemudian dijadikan ʻillat atas dalam pemahaman terhadap 

terhadap dalil-dalil perintah rukyatulhilal sehingga metode wujūd al-hilāl 

digunakan oleh Muhammadiyah sebagai tolok ukur awal bulan Qamariyah. 

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kecenderungan terhadap 

reorentasi wujūd al-hilāl di kalangan Muhammadiyah pada kriteria 

astronomis baru sampai pada pemikiran para tokohnya dan belum merupakan 

keputusan resmi organisasi. Kecenderungan pemikiran ini lebih banyak 

mengarah pada visibilitas hilāl internasional.
24

 

Penelitian Rupi‟i Amri tentang Upaya Penyatuan Kalender Islam Di 

Indonesia, penelitian ini mengupas tentang pemikiran Thomas Djamaluddin 

terhadap upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia. Thomas memandang 

bahwa perlu adanya redefinisi hilāl terlebih dahulu dalam kriteria hisab yang 

telah terjelaskan melalui hasil observasi. Thomas juga memberikan 

penawaran kriteria visibilitas hilāl di Indonesia pada tahun 2003 dengan 

kriteria: 1. Umur Bulan harus > 8 jam, 2. Jarak sudut Bulan-Matahari harus > 

5,6, tetapi apabila beda azimutnya < 6 perlu beda tinggi yang lebih besar 

lagi. Untuk beda azimut 0, maka beda tingginya harus > 9, kriteria ini 

dinamakan dengan kriteria LAPAN 2003 sebagai kriteria alternatif pengganti 

kriteria MABIMS. Namun pada tahun 2011, Thomas Djamaluddin kembali 

merombak kriteria visibilitas yang dikenal dengan kriteria hisab rukyat 

Indonesia dengan kriteria, Jarak sudut Bulan-Matahari > 6,4 dan beda tinggi 

Bulan Matahari > 4. Meskipun sudah beberapa tahun sejak kriteria tersebut 

                                                           
24

Rupi‟I Amri, Dinamika Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah”, 

Disertasi S2  Fakultas Syariah, Semarang: Program Doktor IAIN Walisongo Semarang, 2012 
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dirilis, namun hingga saat ini hanya ormas PERSIS yang telah 

mempergunakannya, kebanyakan ormas lainnya masih kukuh dengan metode 

penentuan awal bulan yang dipegangnya.
25

 

Makalah  Muhammad Hassan yang berjudul “Aplikasi Imkanurrukyat 

Prespektif Fiqih dan Astronomi”. Dalam penelitiannya Hassan mencoba 

mengeksplorasi kriteria imkanurrukyat dengan mensistensikan kajian fikih 

dan astronomi dengan menyesuaikan dengan iklim dan kondisi atmosfer di 

Indonesia. Hassan berpendapat bahwa kondisi ketebalan atmosfer di 

Indonesia, dimungkinkan kriteria di Indonesia  berbeda dengan negara lain. 

Oleh karena itu, perumusan kriteria imkanurrukyat Indonesia  perlu 

memperhatikan kondisi atmosfer wilayah Indonesia. Perumusan kriteria  

imkanurrukyat yang bersifat internasional perlu di kaji lebih mendalam terkait 

relevansinya di Indonesia, ketika pertimbangan aspek atmosfer perlu 

diperhatikan. Karena itu, perumusan kriteria imkanurrukyat di Indonesia 

harus didasarkan lebih banyak pada data-data hasil rukyat di wilayah 

Indonesia, tetapi tetap memperhatikan data  rukyat  global.
26

 

Skripsi Anik Zakariah, Studi Analisis Terhadap Pandangan 

Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan 

Kamariah. Dalam skripsinya Anik menggali informasi tentang bagaimana 

Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang terbesar di Indonesia memaknai 

kata Ulil Amri sebagai acuan dalam menetapkan keputusan. Dalam 

                                                           
25

Rupi‟I Amri, Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran 

Thomas Djamaluddin, Penelitian Individu Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo, 2012 
26

Muhammad Hassan, Aplikasi Imkanurrukyat Prespektif Fiqih Dan Astronomi, Makalah 

Majalah Altahrir Vol. 13 No. 2, 2013 
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penelitiannya menurut pandangan Muhammadiyah pertama; bahwa ulil amri 

menurut Muhammadiyah adalah Ruasā (pemimpin), Ulama (Orang yang 

berilmu) dan Umarā (penguasa), sedangkan untuk hal penentuan awal bulan 

kamariah, ulil amrinya adalah Ruasa (pemimpin).  

Pemimpin yang dimaksud bisa pemimpin  ormas Islam, Ketua RT, 

Pimpinan Redaksi pun bagian dari ulil amri. Selain itu, ulil amri memiliki 

batas kewenangan,dalam hal-hal tertentu ulil amri tidak memiliki wewenang 

sehingga pemerintah tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada umat 

Islam yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pendapat pemerintah. 

Dalam hal ini adalah berbeda dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal 

karena masuk dalam bidang keyakinan dan keagamaan. Sehingga ketika 

pemerintah ikut campur dalam ranah keyakinan dan keagamaan, maka itu 

merupakan intervensi terhadap keyakinan beragama dan mencederai UUD 

1945 pasal 29.
27

 

Sedangkan karya-karya tentang hisab rukyat sangat banyak, 

diantaranya buku karangan Ahmad Izzuddin dengan judul Fiqh Hisab Rukyat 

(Menyatukan NU &Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadhan, Idul 

Fitri, dan Idul Adha). Dalam bukunya Ahmad Izzuddin mencoba 

memberikan wawasan terkait dengan persoalan hisab rukyat khususnya 

persoalan penentuan awal Ramadhan, Syawwal, dan Zulhijjah.  Disamping 

itu, dalam buku ini juga mencoba menelusuri kemunculan fiqh hisab rukyat. 

Kemudian upaya pembongkaran “simbolisasi” madzhab, yakni “simbolisasi” 

                                                           
27

Anik Zakariyah, Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil 

Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: 

IAIN Walisongo Semarang, 2013 
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NU sebagai Madzhab Rukyat dan “simbolisasi” Muhammadiyah sebagai 

madzhab Hisab. Dan sebagai ending dari buku ini, Ahmad Izzuddin mencoba 

memberi tawaran upaya penyatuan hisab tukyah di Indonesia.
28

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Penelitianini merupakan jenis penelitian kualitatif  dengan 

pendekatan deskriptif yang berorintasi pada data yang bersifat non-

numerik dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

anomali fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang puasa ʻArafah. 

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (field reseach), yaitu 

penelitian tentang latar belakang keadaan, kondisi aktual dan interaksi 

individu, kelompok, lembaga masyarakat atau suatu sistem sosial.
29

 

Tidak hanya itu penulis juga akan menganalisis faktor-faktor 

penentu atau yang mempengaruhi proses fatwa Majelis Tarjih mengenai 

hari ʻArafah, baik dari sisi soisial dan sisi kriteria sebagai landasan hukum 

yang dipakai oleh Muhammadiyah. 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa 

                                                           
28

Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam 

penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha), (Jakarta: Penerbit Erlangga), 2007 
29

Husaini  Usman  Dan  Purnomo  Setiadi  Akbar, Metodologi  Penelitian  Sosial, 

Jakarta:Bumi Aksara, 2006, Hal. 5 
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hasil wawancara dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang terdiri dari: 

1). Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid 

PP Muhammadiyah, 2). Oman Fathurrahman, SW sebagai ahli falak 

Muhammadiyah, 3). Amiruddin, S.Ag sebagai staf sekretaris Majelis 

Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 

Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan beberapa 

dukumen, foto, artikel maupun penelitian yang relevan dengan objek 

penelitian yang penulis kaji. 

3. Metode pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis melakukan wawancara (interview), dokumentasi (dokumentation). 

Wawancara ditunjukkan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah yaitu: 1). 

Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP 

Muhammadiyah 2). Oman Fathurrohman, SW sebagai ahli falak 

Muhammadiyyah, 3). Drs. Amiruddin sebagai staf Sekretaris Majelis 

Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 

Terkait dokumentasi, penulis menukil dari beberapa karya tulis 

berupa buku-buku, kitab-kitab, maupun dokumen-dokumen dan segala hal 

yang berhubungan dengan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang 

hari ʻArafah, juga literatur lain terkait hari ʻArafah menurut pandangan 

ilmu falak. 

4. Metode analisis data 
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Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis 

deskriptif (descriptive analysis). Deskriptif yaitu gambaran atau penjelasan 

secara sistematis, faktual dan akurat. Dengan menggunakan analisis 

deskriptif maka akan digambarkan terlebih dahulu mengenai pemahaman 

dan pandangan terkait fatwa Majelis Tarjih yang terspesifikasi dalam 

pelaksanaan puasa ʻArafah beserta dinamika yang ada di dalamnya. 

G. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Dalam 

setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan penelitian 

ini sebagai berikut: 

Bab pertama berisi tentang latar belakang  permasalahan, rumusan  

masalah, tujuan  dan manfaat  penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian 

dan sistematika penelitian 

Bab kedua berisi tentang Fiqh puasa ʻArafah dan fatwa. Dalam bab ini 

berisi tinjauan umum tentang topik dan pokok-pokok pembahasan yang 

meliputi teori-teori dasar yang berhubungan dengan judul penelitian. Dalam 

bab ini terdapat dua pembahasan, yang pertama tentang puasa ʻArafah, yaitu 

dari pengertian puasa ʻArafah, dasar hukum, serta hukum melaksanakan 

puasa ʻArafah.. Yang kedua fatwa yang meliputi definisi fatwa, kewajiban 

Mufti serta syarat-syarat Mufti  

Bab ketiga berisi anomali fatwa Majelis Tarjih tentang puasa ʻArafah 

dari tahun 2003-2015. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai 

Majelis Tarjih Muhammadiyah, meliputi sejarah, landasan hukum metode 
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istinbath Majelis Tarjih Muhammadiyah, kedudukan fatwa dalam PP 

Muhammadiyah, kemudian anomali fatwa Majelis Tarjih tentang puasa 

ʻArafah tahun 2003. 

Bab keempat berisi analisis anomali fatwa Majelis Tarjih 

Muhammadiyah. Dalam bab ini akan dijelaskan terkait analisis terhadap 

anomali Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang puasa ʻArafah 

tahun 2003-2015, dan analisis faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi 

terjadinya fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang puasa ʻArafah tahun 

2003. 

Bab kelima berisi kesimpulan, saran dan penutup. 
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BAB II 

FIKIH PUASA ʻARAFAH DAN FATWA 

A. FIKIH PUASA ʻARAFAH 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Puasa ʻArafah 

Dalam kitab lughah, nama atau istilah ʻArafah (عشفبد) dapat 

diklasifikasikan kepada tiga hal
1
, pertama nama untuk sebuah tempat 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al Aini dan ar-Raghib 

menyatakan bahwa ʻArafat adalah: 

“Nama bagi tempat yang khusus”. Dalam redaksi ar-Raghib: 

“tanah atau daerah yang khusus”. 

Kedua Ibnu Abbas ra. Menjelaskan bahwa nama ʻArafah berkaitan dengan 

peristiwa taarufnya antara Nabi dam as dan Hawa di tempat itu. 

Sebagaimana dinyakatakan” 

“Dan keduanya taaruf di ʻArafah, karena itu dinamai ʻArafah” 

Keterangan Ibnu Abbas tersebut dijadikan pijakan oleh para ulama, antara 

lain Yaqut bin Abdullah al-Hamuwi, Ahmad bin Yahya bin al-Murtadha 

dan ar-Ragib al-Aṣfahani. Keterangan di atas menunjukkan bahwa kata 

ʻArafah untuk nama suatu tempat telah ada sejak zaman Nabi Adam as 

jauh sebelum disyariatkannya ibadah haji.
2
 

 Kedua merupakan nama untuk sebuah tempat yang suci dan 

dimuliakan, seperti dalam Firman Allah surat Muhammad ayat 6 

                                                           
1
 Abu Hasan Ahmad bin Faris bin Zakaria, Maqayisul lugat, Mesir: Maṭbaatul Madani, 

cet I, 2008, hlm. 259 
2
 Syarief Ahmad Hakim, Mengikuti Idul Adha Arab Saudi Dalam Perspektif Syarʻi dan 

Astronomi, makalah PP PERSIS, hlm 1 
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               

dan memasukkan mereka ke dalam jannah yang telah diperkenankan 

Nya kepada mereka.
3
 

 

Ketiga, nama untuk hari ke Sembilan (tanggal 9) bulan Zulhijjah 

sebagaimana dikemukakan oleh:  

1. Imam ar-Raghib, al-Baghawi, al-Kirmani dan ar-Razi menyatakan 

bahwa ʻArafah adalah “Nama untuk hari ke-9 dari bulan Zulhijjah” 

2. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa hari tersebut dinamakan ʻArafah 

berkaitan dengan peristiwa mmpinya Nabi Ibrahim as yang 

diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dimana pada pagi harinya 

(hari ke 9 bulan Zulhijjah) Nabi Ibrahim as baru mengetahui bahwa 

perintah itu benar dating dari Allah SWT. Ibnu Qudamah menyatakan 

bawa: “Maka ia mengenal (mengetahui) bahwa mimpi itu benar-benar 

datang dari Allah. Maka (hari itu) dinamakan hari ʻArafah.”.  

Puasa ʻArafah dipandang sebagai puasa mandub, sekalipun bagi 

orang yang melakukan ibadah haji. Dengan catatan, puasa tersebut tidak 

membuatnya lemah ketika wukuf di ʻArafah. Jika puasa tersebut 

membuatnya lemah, hukumnya makruh.
4
 Puasa ʻArafah merupakan jenis 

puasa tahunan karena dilaksanakan pada satu tahun sekali yaitu ketika di 

                                                           
3
 Departeman Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemahnya, Bandung: Syamil Cipta Media, 

2005, hlm. 507 
4
Wahbah Al-Zuhaily, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Puasa dan 

ʻItikaf (kajian berbagai madzhab), Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, cet. Pertama, 1995, hlm. 

133 
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bulan Zulhijjah.
5
 Dan hari ʻArafah merupakan hari yang paling utama, 

sesuai dengan hadis Muslim; 

حذثْب ٕبسُٗ ثِ ععٞذ الاٝيٜ ٗاحَذ ثِ عٞظ قبلا حذثْب اثِ ٕٗت اخجشّٜ ٍحشٍخ 

ثنٞشعِ اثٞٔ قبه عَعذ ّٝ٘ظ ثِ ٝ٘عف ٝق٘ه عِ اثِ اىَغٞت قبه قبىذ عبئشخ  ثِ

ٌَ اُ سع٘ه الله  امثش ٍِ اُ ٝعزق الله فٞٔ عجذا ٍِ قبه ٍبٍِ ًٝ٘  صيٚ الله عيٞٔ ٗعيَ

اىْبس ٍِ ًٝ٘ عشفخ ٗأّ ىٞذّ٘ ثٌ ٝجبٕٜ ثٌٖ اىَلائنخ فٞق٘ه ٍباسدٕإلاء
6

 

Telah menceritakan Harun bin saʻid al aili dan Ahmad bin ʻIsa mereka 

berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahbi telah mengabarkan 

kepadaku Mahromah bin Bukayir dari bapaknya berkata aku mendengar 

Yunus bin Yusuf berkata dari Ibnu Musayyab berkata, ʻAisyah berkata 

sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Tiada hari yang Allah lebih 

banyak membebaskan orang dari api neraka selain hari ʻArafah.” 

2. Dalil-dalil puasa ʻArafah 

Adapun dalil dalil hadis tentang puasa ʻArafah adalah diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang pahala 

berpuasa ʻArafah sebagai berikut: 

ٗقزٞجخ ثِ ععٞذ خَٞعب عِ حَبد قبه ٝحٜ أخجشّبحَبد  حذثْب ٝحٜ ثِ ٝحٜ اىزََٜٞ

ثِ صٝذ عِ غٞلاُ عِ عجذالله ثِ ٍعجذ اىضٍبّٜ عِ أثٜ قزبدح سخو أرٜ اىْجٜ صيٜ 

ٌَ صً٘؟ فغضت سع٘ه الله الله عيٞٔ ٗعيٌ فقبه مٞف ر ٍِ ق٘ىٔ,  صيٚ الله عيٞٔ ٗعيَ

غضجٔ فقبه: سضْٞب ثبلله سثب ٗثبلأعيٌ دْٝب ٗثَحَذ ّجٞب, فيَب سأ عَش سضٜ الله عْٔ 

ّع٘رثبلله ٍِ غضت الله ٗ غضت سع٘ىٔ, فدعو عَش سضٜ الله عْٔ ٝشدد ٕزااىنلاً 

قبه لاصبً  حزٜ عنِ غضجٔ, فقبه عَش: ٝبسع٘ه الله مٞف ثَِ ٝصً٘ اىذٕش؟

ٗقبه: مٞف ثَِ ٝصً٘ ٍِٝ٘ٞ ٗٝفطش ٍٝ٘ب؟ قبه:  ,ٗلاأفطش, أٗ قبه ٝصٌ ٗىٌ ٝفطش

قبه راك صً٘ داٗد عيٞٔ  ٗٝطٞق رىل احذ؟ قبه مٞف ثَِ ٝصً٘ ٍٝ٘ب ٗٝفطش ٍٝ٘ب؟

                                                           
5
 Wahbah Zuhaili, Al-Fikhu Asy-Syafi‟i Ala Muyassar, alih bahasa Muhammad Afifi,et 

al., Jakarta Timur: Penerbit Almahira, cet. II, 2012, hlm. 507 
6
 Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian-Naisaburi, Ṣahih Muslim, Beirut: 

Daar Kutub Ilmiah, Juz 4, 1413 H/1992 M, hlm. 108 
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اىغلاً, قبه مٞف ثَِ ٝصٍٍ٘ٞ٘بٗٝفطش ٍِٝ٘ٞ؟ قبه ٗددد اّٜ ط٘قذ راىل, ثٌ قبه 

ٗسٍضبُ اىٜ سٍضبُ فٖزا صٞبً اىذٕش  سع٘ه الله ص ً: ثلاثخ ٍِ مو شٖش

, صٞبً ًٝ٘ عشفخ احزغت عيٚ الله اُ ٝنفش اىغْخ اىزٚ قجئ ٗاىغْخ اىزٜ ثعذٓمئ,

يٚ الله اُ ٝنفش اىغْخ اىزٚ قجئٗصٞبً ًٝ٘ عبش٘ساء احزغت ع
7

 

Yahya bin Yahya At-Tamimi serta Qutaibah bin Sa‟id telah 

memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Hammad. 

Yahya berkata, “Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari 

Ghailan, dari Abdullah bin Ma‟bad Az-Zimmani, dari Abu Qatadah, ia 

berkata, seorang laki-laki telah datang menemui nabi saw dan bertanya, 

“bagaimana engkau berpuasa?” Rasulullah saw menjadi marah mendengar 

perkataannya. Ketika Umar r.a., melihat kemarahan beliau, maka ia 

berkata: “kami ridla Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, 

dan Muhammad sebagai nabi kami. Kami berlindung kepada Allah dari 

kemarahan Allah dan kemarahan Rasul-Nya”. Umar terus mengulang-

ulang kalimat tersebut hingga kemarahan beliau menjadi reda. Umar pun 

berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan orang yang 

berpuasa sepanjang tahun?” Nabi menjawab, “Ia belum berpuasa dan tidak 

pula berbuka”. Umar kembali bertanya, “bagaimana dengan orang yang 

berpuasa dua hari dan berbuka sehari?”Beliau menjawab, “Apakah ada 

seseorang yang bisa melakukan hal itu?”Umar bertanya, “bagaimana 

dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka sehari?”Beliau menjawab, 

“Itu adalah puasa DawudAlaihissalam. “Umar bertanya, “Bagaimana 

dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka dua hari?”Beliau 

menjawab, “Aku berharap dapat mengerjakannya.”kemudian Rasulullah 

saw bersabda, “Puasa tiga hari setiap bulan, dari Ramadan ke Ramadan 

lainnya, merupakan puasa sepanjang tahun. Puasa hari ʻArafah, aku 

berharap kepada Allah nahwa puasa itu bisa menghapus dosa-dosa setahun 

yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Kemudian puasa hari 

Asy Syura‟, aku berharap kepada Allah agar puasa itu bisa menghapus 

dosa satu tahun yang telah berlalu.
8
 

 

Mengenai konteks kafarat dosa dua tahun, Al mawardi mengatakan 

bahwa dalam hal ini ada dua macam takwil. Pertama, Allah mengampuni 

dosa dua tahun, kedua Allah memelihara dalam dua tahun itu dari dosa. 

Lain halnya dengan Asy Syarakhsi dia mengatakan bahwa terhadap dua 

                                                           
7
 Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian-Naisaburi, ibid, hlm. 167 

8
 Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Ṣahih Muslim ibn Al-Hajjaj, alih bahasa oleh, 
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tahun yang pertama (tahun yang sudah berlalu) dikafaratkan dosanya. 

Mengenai tahun kedua, para ulama berbeda pendapat. Ada yang 

menyatakan bahwa apabila dia mengerjakan dosa di tahun kedua, maka 

puasanya yang telah lalu mengkaffaratkan dosanya. Ada yang mengatakan 

Allah memeliharanya dari dosa itu. 

Sedangkan menurut pendapat pengarang Al Uddah terhadap 

konteks Allah mengkaffaratkan dosa tahun kedua ada dua pengertian, 

pertama, mengkafaratkan dosa tahun sebelum tahun yang sedang 

ditempuh, maka berarti mengkaffaratkan dosa dua tahun yang telah lalu. 

Kedua, tahun yang akan datang, tetapi tidak ditemukan ada sesuatu ibadat 

yang menutupi dosa yang akan datang, kalau demikian maka hal ini 

khusus Rasulullah saja.
9
 

Adapun bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji tidak 

disunatkan berpuasa pada hari ʻArafah. Bahkan justru disunatkan berbuka 

pada hari ini, meskipun kuat berpuasa. Hikmahnya, agar dia semakin kuat 

dalam berdoa, dan mengikuti Sunah Nabawiyah sebagaimana 

diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani; Abu Hurairah berkata: 

ٌَ  الله رسول نهى:"  قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن  عن صيٚ الله عيٞٔ ٗعيَ

 10(رنظ صحته وفي ماجة وابن أحمد رواه" ]  بعرفة عرفة يوم صوم
 

Dari Abi Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw melarang puasa pada hari 

ʻArafah di ʻArafah. 

                                                           
9
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Namun, madzhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang 

melakukan ibadah haji boleh berpuasa pada hari ʻArafah. Dengan catatan, 

puasanya tidak membuatnya lemah.
11

 

2) Dalam Sunan Kubra An-Nasa‟i disebutkan di kitabnya pada 

bab اىْٖٜ عِ صً٘ ًٝ٘ عشفخ ثعشفخ 

صيٚ الله  لله ّٖٚ سع٘هاّجب عيَٞبُ ثِ ٍعٞذ اىَشٗص قبه حذثْب عيَٞبُ ثِ حشة قبه 

 ٌَ عِ صً٘ ًٝ٘ عشفخ ثعشفخ عيٞٔ ٗعيَ
12

 

 Sulaiman bin Muʻid al Maruzi memberi kabar kepada kami, dia berkata 

Sulaiman bin Harbi menceritakan bahwa Rasulullah saw melarang puasa 

pada hari ʻArafah di ʻArafah.
13

 

3) Kemudian Hadis dalam kitab ṣahih Muslim terletak pada 

bab istihbabul fitri lil hujjaji yaumal ʻArafah (bab 

kesunahan berbuka puasa di hari ʻArafah) 

ٌَا حَرْهَلَةُ، قاَلَ: حَدَّثٌَاَ تي وَهْةٍ، قاَلَ: أخَْثرًََِي عَوْرُو تْيُ الْحَارِثِ، عَ  يْ أخثرًا تْيِ سَلْنٍ، قَالَ: حَدَّثَ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّنَ أًََّهَا  تكَُيْرِ تْيِ  الْْشََجِّ، عَيْ كُرَيْةٍ هَىْلَى اتْيِ عثاسعيَْ هَيْوُىًَةَ زَوْجِ الٌَّثِيِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّنَ يَىْمَ عَرَفَةَ، فَأرَْسَلَتْ إلِيَْهِ  ٌَّاسَ شَكُّىا فِي شَأىِْ الٌَّثِيِّ صَلَّى اللََّّ ىًةَُ  هَيْوُ قاَلَتْ: إىَِّ ال

ٌْظُرُوىَ  تحِِلََبٍ وَهُىَ وَاقِفٌ فِي الْوَىْقِفِ فَشَرِبَ وَالٌَّاسُ يَ
14

 

Artinya: “telah memberi kabar kepada kita semua Ibnu Salim, Ia berkata: 

telah bercerita kepada kita semua Harmalah, Ia berkata: telah bercerita 

kepada kita semua Ibnu Wahab, Ia berkata: telah memberi kabar kepada 

saya Umar bin haris, dari Bukair bin Asyaj, dari Kuraib bin Abbas dari 

Maimunah radhiyallahu „anha, ia berkata bahwa orang-orang saling 

berdebat apakah Nabi shallallahu „alaihiwasallam berpuasa pada hari 

ʻArafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah (berisi 
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 Muhammad  Nashirudin al Albani, Ṣahih Sunan An-Nasa‟i, Jakarta: Pustaka Azzam, 

cet. I, 2006, hlm. 543 
14
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susu) dan beliau dalam keadaan berdiri (wukuf), lantas beliau minum dan 

orang-orang pun menyaksikannya.” 

4) Kemudian hadis Ummul Fadhl binti Haris: 

ِ صَيَّٚ  ّٜ ًِ اىَّْجِ ْ٘ ًَ عَشَفَخَ فِٜ صَ ْ٘ َٕب َٝ ْْذَ ا عِ ْٗ بسَ ََ َُّ َّبعًب رَ ْْذِ اىْحَبسِسِ أَ ًِّ اىْفضَْوِ ثِ ُ ِْ أ عَ

ٌَ فَقَبهَ ثعَْ  عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ عَيَ ِٔ ثِقذَذَِ اللََّّ ْٞ ٌٍ فَأسَْعَيذَْ ئىَِ ْٞظَ ثِصَبئِ ٌْ ىَ ُٖ قَبهَ ثعَْضُ َٗ  ٌٌ َ٘ صَبئِ ُٕ  ٌْ ُٖ ضُ

ِٓ فشََشِثَُٔ  اقفٌِ عَيَٚ ثعَِٞشِ َٗ  َ٘ ُٕ َٗ  ٍِ  15ٍزفق عيٞٔ((ىَجَ
 

Artinya : “Dari UmmulFadhl binti al-Harits, bahwa orang-orang 

berbantahan di dekatnya pada hari ʻArafah tentang puasa Nabi shallallahu 

„alaihiwasallam. Sebagian mereka mengatakan, „Beliau berpuasa.‟ 

Sebagian lainnya mengatakan, „Beliau tidak berpuasa.‟ Maka 

UmmulFadhl mengirimkan semangkok susu kepada beliau, ketika beliau 

sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya.”  

 

Dari hadis-hadis di atas dijelaskan bahwa sangat dianjurkan 

berpuasa di hari ʻArafah sehingga diberikan pahala dilebur dosanya satu 

tahun yang sudah berlalu dan satu tahun yang akan datang. Namun, 

ketentuan dianjurkannya melaksanakan puasa ʻArafah itu lebih 

ditunjukkan kepada kaum Muslimin yang tidak sedang melaksanakan 

ibadah haji. Dengan demikian bagi orang yang sedang melaksanakan 

ibadah haji tidak dianjurkan bahkan ada hadis yang memakruhkan puasa 

bagi yang sedang berhaji.  

Tidak berpuasa justru lebih utama baginya, berdasarkan riwayat 

Ummul Fadhl binti harits bahwa dia pernah mengirimkan semangkok susu 

kepada Nabi saw. yang sedang berdiri di atas punggung untanya di padang 

ʻArafah, lalu beliau meminum susu tersebut. Ibnu umar juga menuturkan 

bahwa dia telah menunaikan haji bersama Nabi saw., kemudian bersama 
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Abu Bakar, lalu bersama Umar, lalu bersama Usman, dan tidak sayu pun 

dari mereka yang berpuasa pada hari ʻArafah. Juga, karena puasa pada hari 

itu membuat tubuh loyo sehingga tidak kuat berdo‟a, maka lebih baik 

ditinggalkan.
16

 

Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma‟ad berkata sebagaimana yang 

dinukil oleh T.M. hasbi Ash Shiddiqie:  

“Di antara sunnah Nabi, ialah tidak berpuasa pada hari ʻArafah jika sedang 

berwukuf. Beliau melarang kita berpuasa pada hari ʻArafah jika sedang 

berwukuf. Hal ini dilakukan agar kita lebih kuat berdo‟a dan untuk 

menjelaskan bahwa berbuka di dalam safar lebih utama. Kebetulan juga 

Nabi berwukuf itu pada hari jum‟at, sebagaimana berpuasa khusus hari 

jum‟at saja tidak disukai”. Ibnu Taimiyah berkata: “hari ʻArafah bagi yang 

sedang berwukuf merupakan hari raya. Karenanya tidak disukai yang 

sedang berwukuf berpuasa”
17

 

 

3. Puasa ʻArafah Menurut para Ulama 

Dalam literatur kitab-kitab fikih sendiri ditemukan beberapa 

keterangan mengenai puasa ʻArafah diantaranya adalah kitab Fathal-

Wahhab disebutkan bahwa: 

ِّ صً٘ ًٝ٘ عشفخ ٕٗ٘ ربعع رٛ اىحدّخ ىغٞش اىححّ ىخجش ٍغيٌ صٞبً ًٝ٘ عشفخ  ٝغ

 18ٝنفشّ اىغّْخ اىزّٛ قجئ ٗاىلارّٜ

Pada hari ʻArafah disunnahkan berpuasa, yaitu tanggal 9 Zulhijjah bagi 

selain orang yang sedang melaksanakan haji. Karena hadis riwayat 

Muslim: “Puasa pada hari ʻArafah bisa menghapus (dosa) setahun 

yaitu tahun yang sebelum dan sesudahnya”. 
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Senada dengan keterangan kitab Fathul Wahhab, di dalam kitab 

Nihayatu Zein juga disebutkan mengenai kesunnahan dan menyebutkan 

waktu pelaksanaan puasa ʻArafah ialah tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana 

dikatakan: 

ِّ )ٍزأمذا( صً٘ ًٝ٘ عشفخ ىغٞش اىحبج  ٕٗ٘ ربعع رٛ اىحدّخ لأّٔ صيٜ الله عيٞٔ  ٝغ

عِ ًٝ٘ عشفخ فقبه ) ٝنفشّ اىغّْخ اىَبضٞخ ٗاىَغزقجئ( ٗصٍ٘ٔ ىيحدبج  ٗعيٌ عئو

  19خلاف الأٗىٚ, ًٗٝ٘ عشفخ أفضو الأٝبً

Sebagaimana disebutkan dalam kitab tersebut bahwa puasa ʻArafah 

disunahkan (muakkad), dan puasa ʻArafah dilaksanakan ketika tanggal 

9 bulan Zulhijjah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi “Puasa ʻArafah 

menghapus dosa setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan 

datang). Adapun melaksanakan puasa ʻArafah bagi yang sedang 

melaksanakan ibadah haji itu menyalahi keutamaan. 

 

Kemudian dalam kitab Fathul Muʻin juga disebutkan mengenai 

hukum dan keutamaan puasa ʻArafah serta waktu pelaksanaannya. Dalam 

kitab disebutkan: 

 ِّ ( ٍزأمّذا )صً٘ ًٝ٘ عشفخ( ىغٞش حبجّ لأّّٔ ٝنفشّ اىغّْخ اىزّٜ ٕ٘ فٖٞب ٗاىزّٜ ثعذٕب ٗٝغ

20مَب فٜ خجش ٍغيٌ ٕٗ٘ ربعع رٛ اىحدّخ
 

Disunnahkan(sunnahmuakkad) berpuasa pada hari ʻArafah bagi selain 

orang yang haji, karena puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun 

yang sedang dijalaninya dan setahun sesudahnya. Seperti dalam hadis 

riwayat Muslim. Hari „Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah 

 

Sulaiman bin Manshural Jamal dalam kitabnya Futuhatal Wahhab 

bi Tauḍih Fathal Wahhab juga mengatakan bahwa: 
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اه ٍطيقب ثو ًٝ٘ ٝفطش اىْبّط ٗمزا ًٝ٘ اىْحّش ًٝ٘  ّ٘ ه ش ّٗ ٗقذ قبى٘ا ىٞظ ًٝ٘ اىفطش ا

ٝضحّٜ اىْبّط ًٗٝ٘ عشفخ اىزّٛ ٝظٖش ىٌٖ أّّ ًٝ٘ عشفخ ع٘اء اىزبّعع ٗاىعبشش ىخجش 

ّٛ ٗصحّحٔ ٗفٜ اىفطش ًٝ٘ ٝفط ش اىْبّط ٗالاضحٜ ًٝ٘ ٝضحّٜ اىْبّط سٗآ اىزشٍّز

ّٜ ٗعشفخ ًٝ٘ ٝعشف اىْبّط ٍِٗ سأٙ اىٖلاه ٗحذٓ اٗ ٍع غٞشٓ ٗشٖذ  سٗاٝخ ىيشّبفع

ثٔ فشددّ شٖبدرٔ ٝقف قجيٌٖ لا ٍعٌٖ ٗٝدضٝٔ ئر اىعجشح فٜ دخ٘ه ٗقذ عشفخ 

 21ٗخشٗخٔ

Para ulama sungguh telah berkata: “Hari raya fitri itu bukan berarti 

awal Syawal secara mutlak, (namun) adalah hari dimana orang-orang 

sudah tidak berpuasa lagi, demikian halnya hari nahr adalah hari 

orang-orang menyembelih kurban, dan begitu pula hari „Arafah adalah 

hari yang menurut orang-orang tampak sebagai hari „Arafah, meski 9 

dan 10 Zulhijjjah, mengingat kutipan hadis: Berbuka (tidak puasa lagi) 

yaitu hari orang-orang tidak berpuasa dan Idul Adha adalah hari orang-

orang menyembelih. Riwayat dari Tirmiżi, dan dalam riwayat Syafiʻi: 

“Hari „Arafah adalah hari yang telah dimaklumi oleh orang-

orang”.Barangsiapa melihat hilāl sendirian atau bersama orang lain 

dan ia bersaksi dengannya, lalu kesaksiannya itu ditolak, maka ia harus 

wukuf sebelum orang-orang, tidak boleh wukuf bersama mereka, dan 

wukufnya mencukupi (sebagai rukun haji). Sebab yang menjadi 

pedoman perihal waktu masuk dan keluarnya hari ʻArafah adalah 

keyakinannya sendiri. 

 

Dari keterangan pada kitab-kitab fikih seperti yang disebutkan di 

atas bisa difahami bahwa fukaha lebih cenderung menyebutkan puasa 

ʻArafah dengan kalimat “Wahua Tasiu‟ żil Hijjah” yaitu puasa ʻArafah 

adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Secara 

tekstual dari sini bisa difahami bahwa pelaksanaan waktu puasa ʻArafah 

adalah sesuai dengan tanggal 9 Zulhijjah tanpa ada kaitannya dengan saat 

jamaah haji wukuf di ʻArafah.  

Mengenai waktu pelaksanaan puasa ʻArafah apakah berdasarkan 

jama‟ah haji sedang melakukan wukuf di ʻArafah atau tanggal 9 Zulhijjah 

memang terjadi perbedaan pendapat. Diantara sebab bentuk kekauan dan 
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"sikap keras" dalam permasalahan ini adalah anggapan bahwa 

permasalahan ini telah ada nash yang sifatnya masih global dan 

memungkinkan untuk diinterpretasikan oleh beberapa kalangan. Andai 

saja Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda (Puasa hari ʻArafah adalah 

puasa dimana para jam'ah haji sedang wukuf di padangʻArafah), tentunya 

ini adalah nash dalam permasalahan ini, dan tentu para ulama tidak akan 

khilaf dalam memahami redaksi tersebut. Akan tetapi kenyataannya Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda  ََعَشَفخ ًِ ْ٘ َٝ ًُ  ."...Puasa hari ʻArafah" صَِٞب

Disinilah muncul perbedaan dalam memahami sabda Nabi tersebut, 

apakah maksudnya adalah "hari dimana para jama'ah haji sedang wukuf di 

ʻArafah"?, ataukah yang dimaksud adalah "hari tanggal 9 Zulhijjah, yang 

dinamakan dengan hari ʻArafah?" 

Ulama-ulama terdahulu juga pernah mengutarakan permasalahan 

kapan puasa hari ʻArafah apakah mengikuti Arab Saudi atau ikut 

pemerintahan sendiri, diantaranya: Ibnu Rojabal-HanbaliRahimahullah 

yang lebih cenderung bahwa hari puasa ʻArafah mengikuti hasil rukyat 

(ketetapan) Arab Saudi, beliau berkata: 

ًٗٝ٘ عشفخ ٕ٘ ًٝ٘ اىعزق ٍِ اىْبس فٞعزق الله ٍِ اىْبس ٍِ ٗقف ثعشفخ ٍِٗ ىٌ ٝقف 

ثٖب ٍِ إٔو الأٍصبس ٍِ اىَغيَِٞ فيزىل صبس اىًٞ٘ اىزٛ ٝيٞٔ عٞذا ىدَٞع اىَغيَِٞ 

فٜ خَٞع أٍصبسٌٕ ٍِ شٖذ اىَ٘عٌ ٌٍْٖ ٍِٗ ىٌ ٝشٖذٓ لاشزشامٌٖ فٜ اىعزق 

22ٗاىَغفشح ًٝ٘ عشفخ
 

Dan hari ʻArafah adalah hari pembebasan dari neraka, maka Allah 

membebaskan dari neraka orang yang wukuf di ʻArafah dan juga orang 

yang tidak wukuf dari para penduduk kota-kota dari kaum muslimin. 
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Karenanya jadilah hari setelah hari ʻArafah adalah hari raya bagi seluruh 

kaum muslimin di seluruh kota-kota mereka, baik yang menghadiri musim 

haji maupun yang tidak menghadiri, karena kesamaan mereka dalam 

pembebasan dari neraka dan ampunan Allah pada hari ʻArafah". 

 

Sementara itu Ibnu Hajar sendiri menafsirkan hadis: 

 ِ ّٜ ًِ اىَّْجِ ْ٘ ًَ عَشَفَخَ فِٜ صَ ْ٘ َٕب َٝ ْْذَ ا عِ ْٗ بسَ ََ َُّ َّبعًب رَ ْْذِ اىْحَبسِسِ أَ ًِّ اىْفضَْوِ ثِ ُ ِْ أ صَيَّٚ  عَ

ِٔ ثِقذَذَِ  ْٞ ٌٍ فَأسَْعَيذَْ ئىَِ ْٞظَ ثِصَبئِ ٌْ ىَ ُٖ قَبهَ ثعَْضُ َٗ  ٌٌ َ٘ صَبئِ ُٕ  ٌْ ُٖ ٌَ فَقَبهَ ثعَْضُ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ عَيَ  اللََّّ

ِٓ فشََشِثَُٔ  اقفٌِ عَيَٚ ثعَِٞشِ َٗ  َ٘ ُٕ َٗ  ٍِ  23ٍزفق عيٞٔ((ىَجَ
 

Dalam memaknai kutipan (( ِ ّٜ ًِ اىَّْجِ ْ٘ ًَ عَشَفَخَ فِٜ صَ ْ٘ َٕب َٝ ْْذَ ا عِ ْٗ بسَ ََ َُّ َّبعًب رَ أَ

 ٌَ عَيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ عَيَ   ((صَيَّٚ اللََّّ

"Orang-orang (yaitu para sahabat) berselisih tentang puasa Nabi 

shallallahu 'alaihiwasallam (tatkala di padang ʻArafah)", Al-Hafiz Ibnu 

Hajar rahimahullah mengatakan : 

 

 ُٖ عْزبَداً ىَ ٍُ  ٌْ ُٕ ْْذَ عْشُٗفبً عِ ٍَ  َُ ًِ عَشَفَخَ مَب ْ٘ َٝ ً ْ٘ َُّ صَ َ ِْ َٕزاَ ٝشُْعِشُ ثِأ ٍَ  َُّ َ مَأ َٗ ٌْ فِٜ اىْحَضَش ، 

 ُ ًَ ثأََِّّٔ ِْ خَضَ ٍَ َٗ ِْ اىْعِجَبدحَِ ،  ٍِ ب أىَِفَُٔ  ٍَ ُ صَبئٌِ اعِْزَْذََ ئىَِٚ  ًَ ثِأََّّٔ ْْذَُٓ خَضَ ذْ عِ ٍَ ٌٍ قَب ْٞشُ صَبئِ غَ

 ِٔ ِّ ْ٘ غَبفشًِاقشََِْٝخُ مَ ٍُ
24

 

"Ini mengisyaratkan bahwasanya puasa hari ʻArafah adalah perkara yang 

dikenal di sisi para sahabat, terbiasa mereka lakukan tatkala tidak bersafar. 

Seakan-akan sahabat yang memastikan bahwasanya Nabi berpuasa 

bersandar kepada kebiasaan Nabi yang suka beribadah. Dan sahabat yang 

memastikan bahwa Nabi tidak berpuasa berdalil adanya indikasi Nabi 

sedang safar" 

 

Kalau dicermati dari hadis di atas dan penafsiran Ibnu Hajar lebih 

cenderung penamaan puasa ʻArafah itu tidak ada kaitannya dengan 

peristiwa wukuf di ʻArafah akan tetapi ketika tanggal 9 Zulhijjah. Menurut 

pandangan yang memahami puasa ʻArafah adalah ketika tanggal 9 

Zulhijjah bukan atas dasar jama‟ah haji yang sedang wukuf di ʻArafah 

bahwa mengacu pada sejarah bahwa Nabi shallallahu 'alaihiwasallam 

                                                           
23

 Hadis Riwayat Muslim, Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian-Naisaburi, 

Ṣahih  Muslim, Beirut: Daar Kutub Ilmiah, Juz 2, 1413 H/1992 M, hlm 18 
24

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Beirut: Darul Fikr, tt, juz 4, hlm. 237 
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hanya berhaji sekali yaitu haji wadaa' dan ternyata Nabi dan para sahabat 

sudah terbiasa puasa di hari ʻArafah meskipun tidak ada muslim yang 

wukuf di padang ʻArafah. Ini menujukan bahwa konsentrasi penamaan 

puasa ʻArafah berkaitan dengan waktu 9 Zulhijjah dan bukan pada tempat 

padang ʻArafah yang para jama'ah haji sedang wukuf. 

Sementara itu, menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie hal yang 

terpenting yang harus disepakati oleh kaum Muslim sedunia ialah 

menentukan tempat yang dijadikan patokan matlak, dan Hasbi mendukung 

pendapat Abu Zahrah yang menyarankan Makkah dijadikan sebagai 

pedoman. Hal ini berdasarkan disitulah terletak Ka‟bah, padang ʻArafah, 

Ṣafa dan Marwa, yang sangat berperan dalam ibadah haji. Maka dari itu, 

Hasbi Ash-Shiddiqie menafsirkan hadis Nabi yang artinya: 

“ʻArafah adalah tempat berkumpul (wuquf) dan hari tasyri‟ adalah hari 

menyembelih hadyu” yaitu: 

 

Menurut Hasbi, hadis ini mengandung makna bahwa hari hari 

tasyri‟ yang tiga hari itu, harus beriringan dengan hari wuquf di ʻArafah 

dan berlaku bagi seluruh kaum Muslimin di manapun dia berada. Karena 

itu, hari-hari tasyri‟ ini tidak hanya berlaku bagi orang yang sedang 

melakukan ibadah haji saja, tetapi bagi seluruh umat Islam. Sementara itu, 

Ibnu Abbas menafsirkan frase “Āyamamam mʻa dūdāt” (beberapa hari 

yang terhitung), yang tersebut dalam surat Al-baqarah (2) ayat 203
25

 

                                                           
25

 Al baqarah ayat 203: 
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dengan hari-hari tasyri‟. Ayat ini diturunkan setelah selesai ibadah haji. 

Itulah sebabnya, dia memberi pengertian bahwa hari tasyri‟ harus 

beriringan dengan hari wuquf yang sebenarnya terjadi di padangʻArafah.
26

 

Dari argumentasi di atas, Hasbi berkesimpulan bahwa hari ʻArafah 

dan hari tasyri‟ harus didasarkan pada matlak Mekkah. Maka, tidak pada 

tempatnya suatu wilayah menetapkan hari-hari itu tidak bersamaan dengan 

hari-hari yang persis terjadi di Mekkah. Pada akhirnya Hasbi menyarankan 

kalau belum mungkin kaum Muslimin bersepakat mengambil rukyat 

Mekkah sebagai pedoman yang berlaku bagi seluruh dunia Muslim, 

setidaknya mereka mengambil rukyat yang dikukuhkan oleh hisab ibu kota 

masing-masing negara.
27

 

Sedangkan KH. A. Gozali Masroeri (Ketua Lajnah Falakiyah 

PBNU) memberikan argumentasinyabahwa kesunnahan puasa ʻArafah 

bukan didasarkan adanya wukuf, tetapi karena datangnya hari ʻArafah 

tanggal 9 Zulhijjah. Maka bisa jadi hari ʻArafah di Indonesia berbeda 
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                   

 

dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. 

Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa 

baginya. dan Barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari 

itu), Maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. dan bertakwalah 

kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya. Departemen 

Agama Republik Indonesia, Al Qur‟an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara dan 

Penterjemah Tafsir Al Quran, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hlm. 29 
26

 Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan 

Peradilan Agama, Selayang Pandang Hisab Rukyat, tt. hlm. 66 
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dengan di Saudi Arabia. Toleransi terhadap adanya perbedaan ini 

didasarkan atas hadis Sahabat Kuraib berikut ini: 

 ِْ ذٍ  عَ ََّ حَ ٍُ  ِِ يَخَ  اثَِٜ ثْ ٍَ ِْ  حَشْ ْٝتٍ: عَ َُّ  مُشَ ًَّ  اَ ُ ْْذَ  اىْفَضْوِ  ا ٝخََ  اىَِٚ ثعََثزَُْٔ  اىْحَبسِسِ  ثِ ِٗ عَب ٍُ 

 ًِ ْٝتٌ: قبهََ  ثبِىشَّب ذُ  مُشَ ٍْ ًَ  فَقذَِ ْٞذُ  اىشَّب ب فَقَضَ َٖ وَّ  حَبخَزَ ِٖ اعْزُ َٗ  َّٜ ُُ  عَيَ ضَب ٍَ اََّب سَ َٗ  ًِ  ثبِىشَّب

ْٝذُ  لاهََ  فشََاَ ِٖ ْٞيَخَ  اىْ عَخِ  ىَ َْ ٌَّ  اىْدُ ُ ذُ  ث ٍْ َْخَ  قذَِ ْٝ ذِ ََ ْٜ  اىْ شِ  اخَِشِ  فِ ْٖ ُِ  اللهِ  عَجْذُ  فغََأىََِْٜ اىشَّ  عَجَّبطٍ  ثْ

 َٜ ب اللهُ  سَضِ ََ ُٖ ْْ ٌَّ  عَ لاهََ  رمََشَ  ثُ ِٖ َٚ  فَقَبهَ: اىْ ز ٍَ  ٌُ ُ ْٝز َ لاهََ؟ سَأ ِٖ ْْٝبَُٓ  فَقيُْذُ: اىْ ْٞيَ  سَاَ عخَِ  خَ ىَ َْ  اىْدُ

ّْذَ  فَقَبهَ: ْٝزَٔ؟ُ اَ ٌْ  فَقيُْذُ: سَاَ سَآُٓ  ّعََ ا اىَّْبطُ  َٗ ْ٘ ٍُ صَب َٗ  ًَ صَب ٝخَُ  َٗ ِٗ عَب َْْٝبُٓ  ىنََِّْب فَقَبهَ: ٍُ ْٞيخََ  سَاَ  ىَ

ًُ  ّضََاهُ  فلَاَ  اىغَّجْذِ  ْ٘ َّٚ  َّصُ وَ  حَز َِ َِ  ّنُْ ْٞ ْٗ  اىثَّلاثَِ َٗ  فَقيُْذُ: ّشََآُ  اَ َٝخَ  شُؤْٝخَِ ثِ  رنَْزفَِٜ لاَ  اَ ِٗ عَب ٍُ  َٗ 

؟ ِٔ ٍِ شََّب َٕنَزاَ لاَ  فَقَبهَ: صَِٞب ٍَ هُ  اَ ْ٘ ِٔ  اللهُ  صَيّٚ اللهِ  سَعُ ْٞ ٌَ  َٗ  عَيَ عَيَّ
28

 

“Dari Muhammad bin Abi Harmalah dari Kuraib, bahwa UmmulFadl binti 

al-Harits mengutus Kuraib menemui Mu‟awiyah di Syam. Kuraib berkata: 

Aku tiba di Syam. Lalu aku tunaikan keperluan Ummulfadl. Dan 

terlihatlah hilāl bulan Ramadan olehku, sedang aku masih berada di Syam. 

Aku melihat hilāl pada malam Jum‟at. Kemudian aku tiba di Madinah di 

akhir bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, dan ia 

menyebut hilāl. Ia berkata: “Kapan kamu melihat hilāl?” Aku berkata: 

“Malam Jum‟at.” Dia bertanya: “Apakah kamu sendiri melihatnya?” Aku 

menjawab: “Ya, dan orang-orang juga melihatnya. Mereka berpuasa, 

demikian juga Mu‟awiyah.” Dia berkata: “Tetapi kami melihat hilāl pada 

malam Sabtu, maka kami tetap berpuasa sehingga kami sempurnakan 30 

hari atau kami melihat hilāl”. Aku bertanya: “Apakah kamu tidak cukup 

mengikuti rukyatMu‟awiyah dan puasanya?” Lalu dia menjawab: “Tidak, 

demikianlah Rasulullah SAW menyuruh kami,” (HR. Muslim) 

Berdasarkan dalil di atas maka rukyatul hilāl atau observasi bulan 

sabit untuk menentukan awal bulan Kamariah atau Hijriah berlaku rukyat 

nasional, yakni rukyat yang diselenggarakan di dalam negeri dan berlaku 

satu wilayah hukum.
29

Tentunya hal ini sesuai dengan apa yang jadi 

pedoman penentuan awal bulan Kamariah di kalangan Nahdlatul Ulama 

sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pedoman “Penentuan Awal 
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 Lihat dalam Al Hafiḍ Jalil Abi Bakr Ahmad bin Husain Bin Ali Al Baihaqi, al Sunan al 

Kubro, Juz IV, Beirut : Darl Fikr, t.t., hlm. 251. 
29
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Zulhijjah/diakses pada Rabu, 11 November 2015, pkl. 14:00 
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bulan Kamariah Perspektif Nahdlatul Ulama (NU)”
30

 dalam buku itu 

disebutkan bahwa rukyat yang dianut oleh NU didasarkan atas hasil dari 

penyelenggaraan rukyatul Hilāl bilfi‟li di dalam negeri dan berlaku satu 

wilayah hukum, yakni keberhasilan melihat hilāl di suatu tempat berlaku 

bagi seluruh Indonesia, meskipun keputusan ini berbeda dengan keputusan 

Saudi Arabia.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa kesunahan berpuasa tanggal 

9 Zulhijjah bukan didasarkan adanya wukuf, tetapi karena datangnya hari 

ʻArafah. 
31

 

Adapun Hikmah dari disyariatkannya puasa ʻArafah, yaitu: 

1. Ketika manusia menunaikan kewajiban, mungkin saja ada 

kekurangan-kekurangan yang tidak membatalkan 

kewajiban, akan tetapi tidak memenuhi syarat 

kesempurnaannya yang dikehendaki oleh Allah. Maka 

sebagai penyempurnaan kewajiban, memenuhi apa yang 

dikehendaki oleh Allah, dan menutup kekurangan-

kekurangan yang mungkin ada, Allah mensyari‟atkan puasa 

sunnah agar puasanya benar-benar dapat mensucikan dan 

menjernihkan semua kotoran. 

2. Dan dengan disunahkannya puasa ʻArafah, hikmah yang 

terkandung di dalamnya yaitu orang yang berpuasa pada 

hari itu supaya berfikir mengenai orang-orang yang berada 

di tanah ʻArafah untuk memenuhi panggilan Allah dan 

                                                           
30

 Lihat A. Ghazalie Masroeri Lajnah Falakiyah PBNU, Penentuan Awal Bulan kamariah 

Perspektif Nahdlatul Ulama, tt., td,. Bagian ke VI hlm. 20 
31
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meminta ampun serta rahmat-Nya. Sehingga, ia rindu 

kepada tempat-tempat yang suci itu. Dengan cara demikian 

ia bersekutu dengan para haji dalam menerima pahala dan 

rahmat yang diturunkan kepada mereka. Dari puasa ini ia 

menerima pahala dan balasan yang besar.
32

 

4. Puasa ʻArafah Perspektif Astronomi 

Sebagai ibadah yang masuk dalam bulan Zulhijjah dan 

pelaksanaannya berkaitan dengan prosesi ibadah haji yaitu wukuf di Arah, 

tentu secara astronomis hal in berkaitan dengan adanya konsep garis 

tanggal. Menurut Thomas Djamaluddin
33

 waktu pelaksnaan puasa ʻArafah 

tidak terlepas dari adanya dua sistem kalender yang kita anut, syamsiah 

(solar calender
34

) dan kamariyah (lunar calender)
35

, menyebabkan kita 

akan menghadapi dua garis tanggal: garis tanggal syamsiah dan garis 
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Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmatu Tasrʻi Wafalsafatuhu terjemah Falsafah dan 

Hikmah Hukum Islam”, Semarang: Asy-Syifa, tt, td, hlm. 196 
33

 Adalah seorang Astronom dan pemerhati hisab dan rukyat, lahir di Purwokerto tanggal 
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hlm. 215 
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Ensiklopedi....hlm. 118 
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tanggal kamariah. Garis tanggal mesti ada karena bumi kita bulat sehingga 

perlu pembatas pergantian hari.
36

 

Garis tanggal syamsiah ditentukan berdasarkan kesepakatan 

internasional yang menjadikan garis bujur 0 derajat melalui Greenwich 

dan garis bujur 180 derajat melalui lautan Pasifik. Di sebelah Timur garis 

tanggal internasional tanggalnya lebih muda daripada yang di sebelah 

baratnya. Contoh yang paling baik adalah catatan sejarah penyerangan 

Jepang kepada tentara sekutu. Kejadiannya sama, tetapi buku-buku sejarah 

di Amerika menyebutnya penyerahan itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 

1945. Sedangkan buku-buku di Asia, termasuk di Indonesia, menyebutkan 

tanggal 15 Agustus 1945. Garis tanggal kamariah pun sama sifatnya 

seperti garis tanggal internasional. di sebelah Timur garis tanggal 

kamariah tanggalnya pun lebih muda daripada di sebelah baratnya. 

Bedanya, garis tanggal kamariah tidak tetap pada garis bujur tertentu. 

Posisinya selalu berubah setiap bulannya, tergantung posisi bulan dan 

matahari.
37

 

Ada dua definisi yang saat ini digunakan dalam pembuatan garis 

tanggal kamariah. Pertama, berdasarkan visibilitas hilāl seperti yang 

dilakukan oleh IICP (Internasional Islamic Calender Programme, 

berpusat di Malaysia)
38

. Dan yang kedua, berdasarkan syarat minimal 
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bulan di horizon pada saat matahari terbenam. Cara yang kedua yang 

biasanya digunakan di Indonesia. Cara ini pun yang paling sederhana, 

namun cukup baik untuk menjadi baik untuk menjadi kriteria pertama 

mengkonfirmasikan rukyatulhilal.
39

 

Oleh karena itu, mengenai kasus perbedaan waktu antara Arab 

Saudi dengan di Indonesia dalam melaksanakan puasa ʻArafah. Menurut 

Thomas Djamaluddin ada satu prinsip yang harus diingat dalam penentuan 

waktu ibadah; penentuan secara lokal. Wukuf di ʻArafah ditentukan 

berdasarkan penentuan awal Zulhijjah di Arab Saudi. Awal Ramadan 

ditentukan berdasarkan rukyatul hilāl di masing-masing wilayah. Waktu 

salat ditentukan berdasarkan posisi Matahari di masing-masing tempat. 

Demikian pula waktu untuk melakukan puasa-puasa sunah, termasuk 

puasa hari ʻArafah, 9 Zulhijjah. Tidak bisa diganti menjadi tanggal 8 

Zulhijjah hanya karena alasan perbedaan tanggal syamsiahnya.
40

 

B. FATWA 

1. Pengertian Fatwa 

Secara etimologi, kata fatwa mempunyai makna petuah, nasihat, 

jawaban atas pertanyaan hukum. Kata fatwa sendiri berasal dari bahasa 

Arab “al-fatwa”. Bentuk jamaknya adalah fattawin dan fataway.
41

 

Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam, secara terminologi fatwa adalah 

suatu pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai 
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jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya 

tidak mengikat.
42

 

Menurut Imam Zamahsyari dalam bukunya “Al Kasyaf” 

pengertian fatwa menurutnyaadalah jalan lurus yang lempeng atau lurus. 

Sedangkan fatwa menurut ahli syari‟at ialah suatu penjelasan hukum 

syar‟iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang 

yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau terang atau tidak jelas (ragu-

ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni 

kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.
43

 Amir 

Syarifuddin
44

mendefinisikan fatwa yaitu sebagai penjelasan tentang 

hukum syara‟ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. 

Fatwa sendiri dalam kajian hukum Islam bersifat tidak mengikat. 

Maksudnya adalah bahwa si peminta fatwa bisa menerima dan 

mengamalkan isi fatwa, atau bisa menolak dan tidak mengamalkannya. 

Orang atau lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa 

disebut sebagai Mufti. Sedangkan orang atau pihak yang meminta fatwa 

disebut Mustafti, adapun jawaban hukum sebagai produknya disebut 

Mustafta fih atau fatwa.
45

 

2. Syarat-syarat Mufti 
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Menurut Ibnu Qayyim, syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang 

mufti adalah sebagai berikut:
46

 

1. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari 

keridlaan Allahsemata-mata.karenanya janganlah memberi 

fatwa untuk mencari kekayaan atau kemegahan, atau karena 

takut kepada penguasa. Telah berlaku sunnah Allah 

memberikan kehebatan di mata manusia  kepada orang yang 

ikhlas, kepadanya di berikan nur (cahaya) dan memberikan 

kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas dasar riya. 

2. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan 

dapat menahan kemarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan 

dalam memberi fatwa.Orang yang memberi fatwa tanpa ilmu 

berarti mencari siksaan Allah. 

3. Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai 

ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmunya, karena apabila 

dia kurang pengetahuan mungkinlah dia tidak berani 

mengemukakan kebenaran di tempat dia harus 

mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat 

mengemukakanpendapat di tempat yang seharusnya dia diam. 

4. Hendaknya mufti itu seorang yang mempunyai kecukupan 

dalam bidang material, bukan seseorang yang memerlukan 

bantuan orang untuk menegak hidupnya, karena dengan 
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bantuan orang lain, niscaya akan rendahlah pandangan orang 

kepadanya. 

5. Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. 

Apabila sang mufti tidak mengetahui keadaan mungkinlah dia 

menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya itu. 

3. Fatwa, Qaḍa, dan Ijtihad. 

Sebelum mengetahui sejauh mana korelasi antara fatwa dan ijtihad, 

maka kita pahami terlebih dahulu mengenai ijtihad. Adapun kata ijtihad 

sendiri merupakan derivasi dari kata “jahada” yang berarti “mencurahkan 

segala kemampuan” atau “menanggung beban”. Sedangkan secara 

etimologi, ijtihad ialah usaha yang optimal dan menanggung beban berat.
47

 

Sedangkan pengertian ijtihad secara istilah pada umumnya banyak 

dikemukakan dalam buku-buku ushul fikih, yaitu pengerahan segenap 

kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh 

pengetahuan tentang hukum-hukum syara‟. Sebagaimana yang diartikan 

Abu Zahra mengartikan ijtihad yaitu: 

  48ثزه اىفقٞٔ ٗععخ فٜ اعزْجبط اٟحنبً اىعيَٞخ ٍِ أدىزٖب اىزفصٞيٞخ

“pengerahan segala kemampuan seorang ahli fikih dalam menetapkan 

(istinbath) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya 

secara terperinci” 

Mengenai batasan-batasan ijtihad, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan 

bahwa yang tidak boleh menjadi lapangan ijtihad adalah masalah hukum 

yang sudah ditetapkan dengan dalil-dalil yang qath‟i as-subut (pasti 
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penyampaiannya) dan qaṭʻi dalalah (pasti pula tunjukan kandungannya) 

seperti kewajiban salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, ibadah haji, 

pengucapan dua kalimat syahadat, jarimah zina, minum khamar, 

pembunuhan dan pembatasan hukum yang telah ditentukan. Semua itu 

dapat didapatkan dari al-Quran dan sunnah yang memaparkannya dengan 

tegas. Sedangkan yang merupakan lapangan ijtihad, menurut Wahbah Az 

Zuhaili adalah nash-nash hukum dalam bentuk yang tidak pasti baik 

penyampaiannya  maupun tunjukan kandungannya. Disamping itu, 

masalah-masalah hukum yang sama sekali tidak ada landasan nash-nya.
49

 

Fatwa dan ijtihad merupakan dua hasil pemikiran para ulama ahli 

fikih Islam yang patut kita pertahankan sepanjang masa, sebab dua hal ini 

senantiasa memberikan warna terhadap perubahan atau perkembangan 

hukum Islam dari masa ke masa. Yusuf Qarḍawi mengatakan bahwa pada 

dasarnya mengeluarkan fatwa dan melakukan ijtihad merupakan usaha 

raksasa yang dapat dilakukan oleh para ahli di bidangnya masing masing. 

Sehingga pada hakikatnya tidak hanya ahli dibidang fikih Islam saja yang 

boleh melakukan fatwa/ijtihad, melainkan para ahli ilmu pengetahuan 

umum pun sangat boleh melakukan fatwa dan ijtihad sesuai dengan 

disiplin ilmu mereka.
50

 

Sehingga mengenai fatwa dan ijtihad dari definisi dan substansinya 

dapat disimpulkan bahwa fatwa itu merupakan hasil ijtihad para ahli 
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(mujtahid dan mufti) yang dapat saja dilahirkan dalam bentuk tulisan 

maupun lisan. Bentuk tulisan dan lisan para ulama itulah yang kita kenal 

dengan fatwa-fatwa keagamaan yang berharga untuk kepentingan umat 

manusia. Oleh karenanya, kaitan ijtihad dengan fatwa sangat erat sekali, 

sebab ijtihad itu merupakan usaha maksimal para ahli untuk mengambil 

atau mengistimbatkan hukum-hukum tertentu, sehingga fatwa itu hasil 

daripada ijtihad itu sendiri.
51

 

Seperti yang diketahui bahwa hukum Islam sendiri berlandaskan 

Al-Quran dan Hadis yang sebagian besar bentuknya ditentukan 

berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk 

fatwa keagamaan oleh para Mufti. Oleh karena fatwa merupakan hasil 

daripada usaha para mujtahid/mufti maka sudah barang tentu posisi fatwa 

sangat memperkuat tindakan berijtihad. Sebab fatwa dihasilkan dari ijtihad 

para ulama, sehingga apabila tidak ada ijtihad kemungkinan besar tidak 

akan muncul atau lahir fatwa keagamaan yang valid dan dapat 

dipertanggung-jawabkan.
52

 

Maka dari itu, Fazlur Rahman mengatakan bahwa “fatwa dan 

ijtihad mempunyai kaitan erat sekali, dimana diantara keduanya saling 

melengkapi. Sebab secara hakiki ummat manusia (umat islam) di bawah 

pengarah dan semangat (bukan berdasarkan pengertian harfiah saja) yang 
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mendorong kepada nabi untuk beraksi di dalam suatu teori tertentu, berhak 

menafsirkan dan memberikan arti baru kepada wahyu Allah.
53

 

Di sisi lain, fatwa dan ijtihad terdapat perbedaan. Menurut Wahbah 

Zuhaili, perbedaan antara fatwa dengan ijtihad terletak pada obyek yang 

akan dijawab. Fatwa lebih khusus daripada ijtihad, di mana ijtihad 

merupakan proses penggalian suatu hukum atas persoalan baik yang 

sedang terjadi maupun yang belum terjadi. Sedangkan fatwa hanya 

terbatas pada persoalan yang sudah terjadi yang oleh faqih diketahuinya 

hukumnya.
54

 

Sedangkan pengertian dari Qaḍa adalah memutuskan hukum atau 

membuat sesuatu ketetapan yang oleh istilah fikih al-Qaḍa disebut sebagai 

lembaga hukum.
55

Antara fatwa dan Qaḍa terdapat perbedaannya yaitu; 

pertama dilihat dari ruang lingkup masalahnya; fatwa meliputu persoalan 

yang luas, sedangkan Qaḍa hanya terbatas pada persoalan yang ditangani 

yaitu sesuai dengan kewenangan hakim berdasarkan perundangan. Dalam 

hal lain, fatwa dapat diberikan kepada siapa saja. Sedangkan Qaḍa hanya 

dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan putusan tersebut 

terhadap suatu permasalahan.
56

Kedua, dilihat dalam hal efeknya; 

keputusan seorang Qaḍa (hakim) harus dilaksanakan, tidak ada pilihan 

untuk menolaknya. Akan tetapi, keputusan itu hanya mengikat terhadap 
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pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan keputusan fatwa tidak mengikat. 

Mustafti boleh memilih untuk melaksanakan atau meninggalkan fatwa. 

Tidak ada daya ikat atau unsur paksaan dalam melaksanakannya.
57

 Ketiga, 

dilihat dari pembatalan hukumnya; keputusan hakim dapat membatalkan 

fatwa sedangkan fatwa tidak dapat membatalkan putusan hakim.
58
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BAB III 

ANOMALI FATWA TENTANG PUASA ʻARAFAH DAN PENETAPAN 

MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP MUHAMMADIYAH  

A. Sekilas Tentang Muhammadiyah 

Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 

Zulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 November 1912 Masehi di kota 

Yogyakarta.
1
Muhammadiyah adalah organisasi yang lahir sebagai alternatif 

berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia sekitar akhir abad 

19 dan awal abad 20. Gagasan berdirinya Muhammadiyah merupakan 

jawaban dari pergolakan peradaban Islam yang ditandai dengan memudarnya 

pengaruh imperium Islam di Turki, kolonialisme di daerah Hindia Belanda, 

keadaan pendidikan, kesehatan maupun ekonomi umat yang miris, serta 

dominansi Wahabi di Semenanjung Arab.
2
 

Menurut Weinata Sairin, tak disangkal lagi bahwa pendirian 

Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan Islam yang terbesar di 

Indonesia. Dengan bertolak dari kenyataan besarnya jumlah anggota gerakan 

ini yang terbesar tidak hanya di Indonesia saja, namum juga tumbuh di 

beberapa negara lain, seperti Singapura, Malaysia dan lain-lain.
3
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Di samping itu, pendirian Muhammadiyah ini didasarkan pada 

pertimbangan kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Organisasi Budi 

Utomo membantu Muhammadiyah untuk mendapatkan pengakuan dari pihak 

kolonial Belanda, mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum oleh KH. 

Ahmad Dahlan sebagai pendiri.
4
Ahmad Dahlan merupakan tokoh sentral 

dalam pembentukan Muhammadiyah, membawa pemikiran reformis dengan 

harapan dapat mengembalikan semangat beragama yang sesuai dengan 

tuntunan dari al Quran maupun hadis sehingga tercapai efisiensi sistem sosial, 

tujuan kehidupan yang jelas serta efektifitas agama yang melingkupi setiap 

individu.
5
 

Berdirinya Muhammadiyah merepresentasikan keinginan untuk maju, 

merdeka dan mandiri dalam wadah organisasi. Pertengahan abad ke-18 

gerakan reformasi Islam mendapatkan perhatian tersendiri. Penyemaian 

pemikiran rasional reformis didukung dalam bingkai pemikiran yang dimulai 

dari Rifaʻat at-ṭahtawi dan at-ṭunisi.
6
 

Dari segi kelembagaan Muhammadiyah mempunyai berbagai macam 

lembaga yang menangani permasalahan-permasalahan di masyarakat. 

Muhammadiyah memiliki 13 majelis dengan membidangi permasalahan yang 

berbeda, diantaranya;Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tablig, Majelis 

Pustaka dan Informasi, Majelis Pendidikaan Tinggi, Majelis Pendidikan 
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Dasar dan Menengah, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pelayanan 

Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pendidikan Kader, 

Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis 

Pemberdayaan Masyarakat serta Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.
7
 

Selain itu ada beberapa lembaga yang terdiri dari Lembaga Amal Zakat 

Infak dan Shadaqah, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional, 

Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, Lembaga Pengembangan 

Cabang dan Ranting, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Lembaga 

Penanggulangan Bencana, Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga serta 

Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
8
 Selain itu Muhammadiyahjuga 

mempunyai 7 organisasi otonom yang terdiri atas Tapak Suci, Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pemuda 

Muhammadiyah, Aisyiah, Nasyi’atul Aisyiah dan Hizbul Waṭan.
9
 

B. Majelis Tarjih sebagai Lembaga Fatwa 

 

1. Sejarah Majelis Tarjih PP Muhammadiyah 

Mejelis Tarjih adalah suatu lembaga dibawah naungan Muhammadiyah 

yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang 

fikih. Mejelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII 

Tahun 1928 di Pekalongan dengan KH. Mas Mansur sebagai ketua yang 

                                                           
7
http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-201-list-majelis-lembaga.htmlDiakses pada 

pada pukul 07.56 wib, tanggal 27 November 2015 
8
 Ibid. 

9
 Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan & Lembaga Pustaka 

Informasi, 1Abad…, op. cit.,hlm. 107-109. 

http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-201-list-majelis-lembaga.html


50 

 

pertama. Mejelis ini didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah 

khilafiyat karena pada waktu itu diangggap rawan oleh Muhammadiyah.
10

 

Majelis Tarjih didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran 

Muhammadiyah yang dideklarasikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan 

tahun 1918 M. Keberadaan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan 

hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke 16 di Pekalongan pada tahun 

1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan 

KH. Ibrahim (1878-1934). Pada kongres itu diusulkan perlunya 

Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan 

hukum. Melalui majelis ini, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga 

Muhammadiyah dapat diputuskan oleh Majelis ini sehingga warga 

Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam 

mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah khilafiah.
11

 

KH. Mas Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa 

Timur selaku peserta Kongres mengusulkan kepada Kongres Muhammadiyah 

ke-16, agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu Majelis Tasyrʻi, 

Tanfîż dan Taftisyi. Usul Mas Mansur ini didasarkan pada fakta, khususnya 

di Jawa Timur, tentang berkembangnya perdebatan masalah khilafiyah. Tidak 

jarang persoalan khilafiyah ini menjadikan warga masyarakat terbelah, 

pertikaian bahkan sampai berujung pada benturan fisik antar warga. 

Haliniharus menjadi perhatian Muhammadiyah sehingga warga 
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Muhammadiyah dapat dihindarkan dari peristiwa demikian. Usul dan gagasan 

yang disampaikan Mas Mansur ini menarik perhatian peserta Kongres dan 

menjadi pembicaraan semua peserta. Oleh karena pentingnya gagasan 

tersebut, khususnya untuk mengantisipasi agar antar warga Muhammadiyah 

tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usul dan 

gagasan Mas Mansur telah diterima secara aklamasi oleh peserta Kongres, 

dengan perubahan nama dari tiga Majelis yang diusulkan menjadi satu 

Majelis, yakni Majelis Tarjih. Melalui Kongres ke-16 di Pekalongan ini, 

diputuskan diterimanya majelis baru di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. 

Dalam keputusan Kongres ke-16 ini, kepengurusan Majelis Tarjih belum 

terbentuk, begitu juga Manhaj Tarjih atau Qaidah Tarjih belum dibuat, Ini 

berarti bahwa Majelis Tarjih belum dapat bekerja sebagai organisasi.
12

 

Arti dari Majelis Tarjih itu sendiri secara pengertian bahasa terdiri atas 

dua kata, yaitu Majelis dan Tarjih. Majelis berarti dewan, sedangkan tarjih 

dalam term uṣul al-fikih adalah mengukuhkan salah satu dalil yang 

bertentangan yang seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan dalil 

yang satu dari dalil yang lain.
13 Dalam lingkungan Muhammadiyah 

pengertian tarjih telah mengalami pergeseran makna dari makna asli dalam 

disiplin usul fikih. Dalam Muhammadiyah, karena kenyataan praktis, dengan 

tarjih tidak hanya diartikan kegiatan sekedar kuat-menguatkan suatu dalil atau 

pilihmemilih di antara pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas 
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sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan kata ijtihad itu 

sendiri. Dalam lingkungan Muhammadiyah tarjih diartikan sebagai setiap 

aktifitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan 

dari sudut pandang agama agama Islam. Oleh karena itu bertarjih artinya 

sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu 

permasalahan dilihat dari perspektif Islam.
14

 

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki otoritas dalam pengeluaran fatwa 

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan puasa dan penetapan awal 

bulan kamariah. Fungsi inti dari Majelis Tarjih dan Tajdid adalah menetapkan 

keputusan atau memastikan hukum tentang masalah yang menjadi topik 

perbedaan masyarakat Muslim di Indonesia.
15

 

Jadi Majelis Tarjih adalah badan atau dewan yang berwenang 

melakukan kegiatan penetapan hukum melalui prosedur pemilihan salah satu 

pendapat di antara beberapa pendapat yang dalilnya lebih kuat.
16

 

2. Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih 

Adapun fungsi dan tugas Majelis Tarjih ini diilhami oleh ayat QS Al-

Nur (24): 51 yang artinya:  

“Hanya sesungguhnya sambutan diajak kepada Allah dan pernyataan 

orang-orang mukmin itu apabila utusannya untuk menegakkan hukum 

diantara mereka tentulah mereka berkata: “Kami mendengar dan 

kami mengingat dan mereka itulah yang berharga”
17
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Secara rinci mengenai tugas pokok Majelis Tarjih sebagaimana 

diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 594/jo th. 1954 yang 

disempurnakan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 1 th. 

1961: 

1. Menggiatkan dan memperdalam penyelidikan ilmu dan hukum 

Islam untuk mendapatkan kemurniannya. 

2. Merumuskan tuntunan Islam, terutama dalam bidang-bidang 

tauhid, ibadah dan muamalah yang akan dijadikan sebagai 

pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah. 

3. Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham mengenai hukum 

hukum Islam ke arah yang lebih maslahat. 

4. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas ulama-ulama 

Muhammadiyah. 

5. Memberi fatwa dan nasihat kepada Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah, baik diminta atau tidak diminta, baik mengenai 

hukum Islam atau jiwa ke-Islaman bagi jalannya kepemimpinan, 

maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.
18

 

Tugas pokok Majelis Tarjih tersebut disempurnakan lagi dengan 

keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 5/PP/1971 yakni; 

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh 

kemurnian. 

                                                           
18

 Ahmad Izzuddin, Fikih Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam 

penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, Jakarta:Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 117 
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2. Menyusun tuntunan, akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah 

duniawiyah. 

3. Memberikan fatwa dan nasihat baik atas permintaan ataupun 

tarjih memandang perlu 

4. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang 

keagamaan ke arah yang lebih maslahat. 

5. Mempertinggi mutu ulama. 

6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh 

pimpinan pusat persyarikatan.
19

 

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 5/PP/1971 

disempurnakan lagi oleh Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 

74/SK/1-A/8.C/1993 yang menyatakan bahwa: 

1. Mempercepat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam 

rangka pelaksanaan Tajdid dan antisipasi perkembangan 

masyarakat. 

2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan 

persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam 

menjalankan kepemimpinan, serta membimbing umat, khususnya 

keluarga dan anggota Muhammadiyah. 

3. Mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam 

membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam. 

                                                           
19

 Ibid. 
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4. Membantu pimpinan persyarikatan dalam mempersiapkan dan 

meningkatkan kualitas ulama. 

5. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang 

keagamaan ke arah yang lebih maslahah.
20

 

3. Pola Penetapan Fatwa Majelis Tarjih 

Sebagai lembaga ijtihad, objek penelitian Majelis Tarjih mencakup dua 

hal, yaitu: masalah khilafiyat yang hukumnya diperselisihkan oleh ulama 

madzab dan masalah-masalah kontemporer yang belum ada hukumnya. 

Dalam proses tarjih maupun istinbaṭ hukum baru atas permasalahan 

kontemporer Muhammadiyah berpegang pada sumber hukum hukum pokok 

al-Qur‟an dan Sunah. Muhammadiyah tidak mendasar pada pendapat salah 

satu imam madzab namun menggali ataupun mentarjihkan hukum 

berdasarkan dalil Qur’an maupun Sunah yang dinilai lebih kuat serta paling 

sahih jalur periwayatannya.
21

 

Berdasarkan Keputusan Munas Tarjih XXV tentang manhaj tarjih dan 

pengembangan pemikiran Islam, Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan tiga 

jenis ijtihad yaitu ijtihad bayani
22

, ijtihad qiyas
23

 dan ijtihad iṣṭilahi
24

 dalam 

                                                           
20

 Ibid. 
21

Arbiyah Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Jakarta:Bulan 

Bintang, 1993, hlm. 96-97 
22

 maksud dari ijtihad bayani sendiri yaitu usaha mendapatkan hukum dari nash-zhani 

dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir. Lihat Asjmuni Abdurrahman, Manhaj tarjih 

Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi, cet. IV, 2007, hlm 97 
23

 iijtihad qiyasi, ialah usaha yang sungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu masalah 

yang belum ada ketentuan nashnya, berdasarkan kesamaan illah. Lihat Asjmuni, ibid. 
24

 ijtihad istislahi adalah mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada 

ketentuan nashnya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai, Lihat Asjmuni, 

Ibid. 
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menetapkan sebuah keputusan.
25

Selain itu, sistem ijtihad yang diterapkan 

adalah ijtihad jamʻi dimana pembahasan terhadap hukum bersifat kolektif 

yang dibahas dalam sidang muktamar Muhammadiyah oleh tokoh-tokoh 

Muhammadiyah dari beberapa bidang keilmuan, sehingga sistem 

pengambilan keputusan atas masalah khilafiyah maupun kontemporer diputus 

secara musyawarah.
26

 

Hingga kini, telah banyak fatwa sebagai produk ijtihad dari Majelis 

Tarjih dan Tajdid, diantaranya mengenai: aqidah, sholat, puasa, zakat, haji, 

zikir dan doa serta masalah kontemporer seperti keharaman rokok, batas-

batas kesenian, hukum bayi tabung, nikah beda agama, persoalan hisab rukyat 

dan lain-lain.
27

 

Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum sesuatu masalah, yang dikaji 

hukumnya selalu mendasarkan pada dalil pokok al-Quran dan al-Sunnah. Hal 

ini secara tegas dituangkan sebagai hasil Muktamar Khususi, yang 

membicarakan Masalah Lima
28

. Muktamar tersebut berlangsung pada akhir 

bulan Desember 1954 sampai dengan awal bulan Januari 1955, setelah 

dipersiapkan materinya selama lebih dari 15 tahun, mengingat adanya perang 

Dunia II dan Perang Kemerdekaan di Indonesia.
29

 

                                                           
25

Lihat Keputusan munas tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan 

Pemikiran Islam, hlm. 8 
26

Arbiyah Lubis, Pemikiran..... hlm. 92-93 
27

http://www.fatwatarjih.com diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul 11.20 WIB 
28

 Kitab Lima ini memuat penjelasan mengeai lima bidang persoalan, yaitu masalah 

Agama, Dunia, Ibadah, Sabilillah, dan Qiyas. Untuk lebih lingkapnya lihat di Himpunan Fatwa 

Tarjih Muhammadiyah, pdf, hlm 134-137 
29

 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi, cet. 

IV, 2007, hlm. 97 

http://www.fatwatarjih.com/
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Dalam rumusan tentang al-Dienul Islam, dinyatakan: “Apa yang 

diturunkan oleh Allah di dalam Qur’an (maksudnya al-Quran) dan yang 

tersebut dalam Sunnah (maksudnya al-Sunnah yang shahih). Dari pernyataan 

ini dapat di ambil pengertian bahwa sumber pokok Agama Islam menurut 

Muhammadiyah adalah al-Qur’an dan al-Sunnah, lebih tegas lagi (sekalipun 

tidak menggunakan al-Sunnah, tetapi hadis yang asli teks keputusannya 

dalam bahasa Arabnya adalah “al-Hadis al Syarif”.
30

 

C. Fatwa Puasa ʻArafah Majelis Tarjih PP Muhammadiyah  

Sebelum pembahasan fatwa mengenai puasa ʻArafah, perlu dipahami 

terlebih dahulu bahwa terdapat 3 produk Majelis Tarjih, yaitu;
31

 

1. Putusan  

Putusan itu sifatnya formil mengikat kepada warga, anggota 

maupun organisasi. Sedangkan forum yang mengambil putusan adalah 

adalah Musyawarah, dan yang membuat putusan adalah Munas Tarjih 

Nasional. Adapun produk dari Musyawarah Nasional Tarjih dinamakan 

dengan Putusan Tarjih. Putusan ini bersifat Nasional dalam arti berlaku 

bagi seluruh warga Muhammadiyah di Indonesia. Dalam mengambil 

putusan forum Musyawarah berangkat dari sebuah mekanisme besar 

dan waktu pelaksanaannya juga tidak setiap tahun yaitu dua kali atau 

minimal sekali setiap satu periode muktamar dimana dalam 

pelaksanaannya kadang-kadang berdiri sendiri kadang kadang 

                                                           
30

 Ibid. 
31

 Wawancara dengan Syamsul Anwar sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP 

Muhammadiyah periode 2010-2015 di Ruang Dosen Prodi Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Selasa 8 Desember 2015 pukul 11.25 WIB. 
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dilakukan bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah
32

. Maka dari 

itu putusan ini sifatnya formil dan mengikat bagi semua warga 

Muhammadiyah. Putusan tarjih dihasilkan dalam Musyawarah 

Nasional Tarjih, dahulu namanya Muktamar Tarjih. Peserta Munas 

sendiri yang terdiri dari Ulama dan cendekiawan Muhammadiyah 

disebut sebagai Anggota Tarjih. Komposisinya terdiri dari personil 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan dan Anggota Majelis Tarjih 

dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan utusan dari Majelis Tarjih dan 

Tajdid PW Muhammadiyah Se-Indonesia. 

2. Fatwa 

Fatwa sendiri sebagai sebuah produk di Majelis Tarjih PP 

Muhammadiyah sifatnya tidak mengikat seperti halnya putusan. Tetapi 

tetap mencerminkan pandangan Muhammadiyah dalam suatu 

permasalahan agama. Sebagai produk ijtihad dari Majelis tarjih fatwa 

memungkinkan untuk mengalami perubahan, dalam prosesnya fatwa di 

Majelis Tarjih keluar sekitar 2 minggu sekali.  

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa fatwa itu secara 

hierarki berada di bawah putusan nasional tarjih, maka fatwa tidak 

boleh berbeda dengan putusan tarjih. Maka dari itu menurut Syamsul 

                                                           
32

Dalam disertasi Rupi’i Amri disebutkan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih 

yang dilaksanakan bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah misalnya pada Munas tarjih ke 

25 tahun 2000 di Jakarta, sedangkan Munas Tarjih yang dilaksanakan berdiri sendiri (di luar 

Muktamar Muhammadiyah) adalah Munas Tarjih ke 26 pada tanggal 1-5 Oktober 2003 di Padang 

dan Munas Tarjih ke 27 pada tanggal 1-5 April 2010 di Malang. lihat Rupi’i Amri Dinamika 

Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi atas Kriteria Wujud al-Hilāl 

dan Konsep Matlak), Disertasi Program Doktor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, 

2012, hlm. 97 
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Anwar sebagai implikasinya ketika terdapat perbedaan antara fatwa dan 

putusan tarjih tentu putusan tarjih yang diambil, namun apabila ada 

warga Muhammadiyah yang mengamalkan fatwa tersebut yang tidak 

disetujui oleh keputusan munas tarjih nasional maka itu sah-sah saja, 

akan tetapi dengan catatan bahwa orang tersebut tidak boleh 

mengatasnamakan  sebagai bagian dari warga Muhammadiyah, dalam 

arti fatwa tersebut hanya untuk diamalkan oleh pribadi dan tidak boleh 

mengajak orang lain untuk mengikutinya.
33

 Fatwa Majelis Tarjih 

umunya dimuat di dalam Majalah Suara Muhammadiyah yang 

kemudian akan dijadikan buku Fatwa-fatwa Tarjih: tanya Jawab Agama 

setelah fatwa tersebut dibahas di forum Musyawah Nasional Tarjih. 

3. Wacana 

Sedangkan yang terakhir dari produk Majelis Tarjih PP 

Muhammadiyah yaitu wacana, merupakan pengembangan pemikiran 

dalam soal keagamaan yang bersifat tidak mengikat secara 

kelembagaan, diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal.
34

 

Fatwa Majelis Tarjih mengenai puasa ʻArafah pernah dikeluarkan pada 

tahun 2003 oleh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah 

pada saat itu. Fatwa tersebut dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah 

rubrik Fatwa Agama Majalah Suara Muhammadiyah No. 16 tahun 2003, 

sebelumnya terdapat pertanyaan dari warga Muhammadiyah atas nama H. 

                                                           
33

 Hasil wawancara dengan Syamsul Anwar 
34

http://www.fatwatarjih.com/2015/03/doa-iftitah.html diakses pada hari Minggu, 13 

Desember 2015 

http://www.fatwatarjih.com/2015/03/doa-iftitah.html
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Amin, BA. Dari Kajan Krowe Lambeyan Magetan kepada Majelis Tarjih 

dengan redaksi sebagai berikut: 

“Bagaimana hukum puasa ʻArafah yang tidak bertepatan dengan 

wukufnya jama’ah haji?” 

Kemudian jawaban dari Majelis Tarjih sebagai berikut: 

“pertanyaan saudara singkat, tetapi jawabannya agak sedikit panjang, 

karena ada aspek yang menyangkut ijtihad, dimana sama-sama kita 

ketahui bahwa “ijtihad itu tidak gugur oleh ijtihad”. Di samping itu, 

ijtihad sekalipun tidak tepat (benar), tapi mendapat satu pahala bagi 

orang yang berijtihad, begitu juga yang mengikutinya. 

Kalau kita merujuk kepada sunnah, Nabi saw menyuruh kita yang tidak 

sedang melakukan ibadah haji, sunnah berpuasa pada hari wuquf, 

seperti disebutkan dalam hadis berikut; 

)رواه الجماعة( صوم عرفة يكفر سنتين ماضية أو مستقبلة  

Artinya: “puasa ʻArafah dapat menutup (menghapus dosa) setahun 

yang lalu dan setahun yang akan datang”. (HR Al jama’ah) 

Menurut hadis tersebut kita harus berpuasa pada waktu para hujjaj 

sedang wuquf di ʻArafah, bukan pada hari sesudah wuquf. Hal ini tidak 

ada kesulitan jika kita menggunakan “matlak’ Makkah” dalam 

penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawwal, dan 1 Zulhijjah. Tetapi, lembaga 

Itsbat Departemen Agama, begitu juga ormas-ormas Islam yang 

berpengaruh di Indonesia, memakai matlak’ wilayah Indonesia, bukan 

matlak’ Makkah. Selama ijtihad kita masih seperti itu, maka ada 

kemungkinan kadang-kadang kita berpuasa ʻArafah tidak tepat pada 

hari wuquf. Padahal sekarang ini, untuk mengetahui kapan para hujjaj 

wuquf sangat mudah; dua atau tiga hari sebelum wuquf, Mufti kerajaan 

Arab Saudi sudah mengumumkan oleh media cetak dan elektronik ke 

seluruh dunia. Di Indonesia Al Irsyad, Dewan Dakwah Islam Indonesia 

(DDII) dan HTI yang sudah menggunakan matlak’ Makkah khususnya 

dalam hari raya Haji, bahkan juga hari Raya Idul Fitri. 

Dengan uraian singkat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa idealnya 

kita berpuasa pada hari para hujjaj sedang melakukan wukuf, bukan 

pada hari lainnya, apalagi mengingat selisih waktu antara Arab Saudi 

dan Indonesia hanya ± 4 jam. Namun demikian, bagi orang yang 

mengikuti penetapan Pemerintah (Departemen Agama) tidak dapat 

disalahkan, puasanya mudah-mudahan diterima oleh Allah dan 

dipandang sah secara hukum."
35
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 Lihat fatwa di rubrik Fatwa Agama Majalah Suara Muhammadiyah, lampiran 
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Menurut Amiruddin, dikeluarkanya fatwa tahun 2003 tersebut 

merupakan sebuah rekomendasi sekaligus peninjauan ulang terhadap kriteria 

penentuan awal bulan kamariah di Muhammadiyah, terutama untuk kasus 

Zulhijjah dan puasa ʻArafah.
36

 Menurutnya pada Keputusan Musyawarah 

Nasional Tarjih ke-26 di Padang Sumatera Barat tahun 2003, dimunculkan 

penegasan bahwa antara rukyat dan hisab sebagai metode penentuan awal 

bulan kamariah memiliki kedudukan yang sama dan Muhammadiyah memilih 

menggunakan hisab. Hisab yang digunakan adalah hisab hakiki dengan 

kriteria Wujūd al-hilāl, bukan imkan ar-rukyat, dan bukan pula ijtimak qabla 

al-gurūb. Sebenarnya, kriteria ini sudah lama digunakan Muhammadiyah, 

namun belum ditetapkan dalam putusan tarjih. Baru pada Munas Tarjih ke 

XXV tahun 2000 di Jakarta dikukuhkan penggunaan kriteria hisab hakiki 

wujūd al-hilāl sebagai kriteria penentuan awal bulan kamariah 

Muhammadiyah, yang kemudian kembali dipertegas  di  Munas  Tarjih  

XXVI  di  Padang  tahun  2003.
37 

Namun fatwa tersebut dikoreksi kembali oleh forum Munas Tarjih yang 

resmi mengeluarkan hasil putusan di Munas Tarjih Nasional ke 26 di bidang 

Hisab dan Rukyat yang isinya antara lain: 

a.  “Hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan 

rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, 

dan Zulhijjah 

b. Hisab sebagaimana tersebut pada poin satu yang digunakan oleh 

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan 

                                                           
36

 Hasil wawancara dengan Amiruddin sebagai Staf Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jalan KHA. Dahlan 

hari Kamis 19 November 2015 
37

 ibid 
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Pusat Muhammadiyah ialah Hisab Hakiki dengan kriteria Wujūd 

al-hilāl 

c. Matlak yang digunakan adalah matlak yang didasarkan pada 

Wilayāt al-hukmi (Indonesia). 

d. Apabila Garis Batas Wujud al-Hilāl pada awal bulan kamariyah 

tersebut di atas membelah wilayah Indonesia, maka kewenangan 

menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada kebijakan 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah”.
38

 . 

Butir penting lain dalam Keputusan Munas Tarjih ke-26 ini adalah 

antisipasi terjadinya garis batas Wujūd al-hilālyang melintas di atas wilayah 

Indonesia sehingga menjadikan sebagian wilayah Indonesia berada pada 

lintasan terpenuhinya kriteria Wujūd al-hilāl dan sebagian wilayah yang lain 

berada pada lintasan belum terpenuhinya kriteria Wujūd al-hilāl. Apabila hal 

ini terjadi, maka keputusan akhirnya diserahkan kepada Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah.
39

  

D. Perbedaan Penetapan Puasa ʻArafah Majelis Tarjih pada tahun 2003-

2015 

Dalam penentuan awal bulan Zulhijjah, Idul Adha maupun puasa 

ʻArafah di Muhammadiyah sendiri terjadi beberapa perbedaan dengan Arab 

Saudi maupun dengan pemerintah Indonesia. Sebenarnya apabila diruntut 

tahun tahun sebelum tahun 2003 akan ditemukan juga beberapa perbedaan 

terkait penetapan Idul Adha maupun puasa ʻArafah baik antara 

Muhammadiyah dengan Arab Saudi maupun dengan Pemerintah Indonesia. 

Tetapi karena objek kajian dalam penelitian ini mengenai fatwa maka diawali 

                                                           
38

 Rupi’i Amri, Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Muhammadiyah, makalah 

Seminar Nasional “Kapan Awal dan Akhir Ramadhan 1435 H”, diselenggarakan oleh Fakultas 

Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Senin 23 Juni 2014 M.h. 8 
39

 hasil wawancara dengan Amiruddin di kantor Muhammadiyah Yogyakarta  
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dari tahun 2003, karena seperti yang sudah dijelaskan di atas di tahun itu 

muncul fatwa bahwa penetapan hari puasa ʻArafah itu berdasarkan keputusan 

Arab Saudi atau mengikuti matlak nya Makkah Arab Saudi. 

Mengenai perbedaan penetapan awal Zulhijjah dan hari ʻArafah yang 

pernah terjadi di Muhammadiyah dari tahun 2003-2015, menurut penuturan 

Susiknan Azhari ada beberapa perbedaan awal Zulhijjah dan hari ʻArafah 

terjadi pada tahun tahun berikut ini
40

: 

1. Pada tahun 2003, ketika itu Muhammadiyah bersamaan dengan 

Arab Saudi, sementara Pemerintah berbeda, ber Idul Adha 

belakangan. Saat inilah muncul usulan matlak Mekah agar tidak 

terjadi perbedaan dengan Arab Saudi. Tetapi, usulan itu tidak 

diterima pada Munas Tarjih ke-26 di Padang tahun 2003 

2. Perbedaan pada tahun 2005 pada waktu itu Muhammadiyah dan 

Pemerintah Arab Saudi berlebaran Idul Adha secara bersama dan 

berbeda dengan hasil keputusan sidang isbat Kementerian Agama 

RI.  

3. Di tahun 2006 Muhammadiyah dan Pemerintah RI merayakan Idul 

Adha secara bersama-sama dan berbeda dengan keputusan 

Pemerintah Arab Saudi. 

4. Pada tahun 2007, kembali terjadi perbedaan, tetapi kali ini 

Muhammadiyah dan Pemerintah di tanggal yang sama, sementara 

Arab Saudi sehari lebih dulu. Pada kasus ini Majelis Tarjih dan 

                                                           
40

http://museumastronomi.com/wacana-kalender-islam-internasional/ diakses pada Senin 

28 Desember 2015  

http://museumastronomi.com/wacana-kalender-islam-internasional/
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Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan Penjelasan seputar 

perbedaan tersebut, yang menegaskan hasil hisab hakiki dengan 

kriteria Wujūd al-hilāl, bahwa puasa ʻArafah dan Idul Adha tetap 

mengikuti kalender Muhammadiyah yang berlaku di Indonesia, 

tidak mengikuti penetapan hari wukuf di Arab Saudi.  

5. Selanjutnya pada tahun 2010 Muhammadiyah dan Pemerintah Arab 

Saudi berlebaran Idul Adha secara bersama dan berbeda dengan 

hasil keputusan sidang isbat Kementerian Agama RI.  

6. Pada tahun 2014, terjadi perbedaan. Lagi-lagi, Muhammadiyah dan 

Arab Saudi bersamaan, sementara Pemerintah lebih lambat satu 

hari. Muhammadiyah bisa bersamaan dengan Arab Saudi karena 

menurut hisab hakiki Wujūd al-hilāl sudah masuk tanggal bulan 

baru, sementara rukyat di Arab Saudi berhasil, sehingga sudah 

masuk tanggal baru juga.  

7. Dan tahun 2015 juga kembali terjadi perbedaan. Kali ini, giliran 

Muhammadiyah yang harus berbeda dengan Arab Saudi dan 

Pemerintah. Muhammadiyah satu hari lebih dulu daripada Arab 

Saudi dan Pemerintah. 

Perbedaan awal Zulhijjah maupun puasa ʻArafah yang terjadi di 

Muhammadiyah yang sudah dijelaskan di atas, merupakan hasil penetapan 

Muhammadiyah melalui majelis Tarjih yang kemudian dikeluarkan dalam 

bentuk maklumat untuk diinformasikan kepada warga Muhammadiyah di 
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seluruh Indonesia untuk kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan puasa 

maupun berhari raya. 

Di dalam hasil keputusan Muhammadiyah mengenai tahun tahun yang 

mengalami perbedaan tersebut dijelaskan bahwa untuk Zulhijjah tahun 2003 

terjadi perbedaan penetapan awal bulan, idul adha dan puasa ʻArafah. 

Pemerintah Arab Saudi mengumumkan awal Zulhijjah 1423 H jatuh pada 

Minggu, 2 Februari 2003, sehingga wukuf di ʻArafah jatuh pada 10 Februari 

2003. Dengan demikian, Idul Adha 1423 H jatuh pada 11 Februari 2003.
41

 

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama Prof Dr KH Said Agil Al-

Munawar MA, berdasarkan rukyat menetapkan bulan Zulkaidah 1423 H 

harus disempurnakan 30 hari (diistikmalkan), sehingga awal Zulhijjah 1423 H 

jatuh pada Senin, 3 Februari 2003 dan Hari Raya Idul Adha 1423 H jatuh 

pada Rabu, 12 Februari 2003. Sementara itu PP Muhammadiyah berdasarkan 

hisab Wujūd al-hilāl menetapkan waktu Idul Adha 1423 H sama dengan 

Pemerintah Arab Suadi, yakni 11 Februari 2003.
42

 

Kemudian tahun 2005 data hasil hisab Muhammadiyah sebagai berikut: 

1. Ijtimak menjelang Zulhijjah 1425 H terjadi pada hari Senin Pahing, 

10 Januari 2005 M pukul 19:04 WIB 

2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta -0°40’ 

dan di seluruh wilayah Indonesia Bulan masih di bawah ufuk 

(belum wujud), 

                                                           
41

 (Suara Merdeka, 4 Februari 2003) 
42

 Ahmad Izzuddin, dimuat di http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/07/kha2.htm. 

Diakses pada Jum’at 11 Maret 2016. 

http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/07/kha2.htm
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3. Tanggal 1 Zulhijjah 1425 H jatuh pada hari Rabu Wage, 12 Januari 

2005 M 

4. Tanggal 10 Zulhijjah 1425 H jatuh pada hari Jum’at Pon 21 Januari 

2005 M.
43

 

Tahun 2006 sebagaimana yang dikeluarkan Muhammadiyah lewat 

maklumatnya bahwa untuk Zulhijjah 1427 H hasil hisabnya sebaga berikut: 

1. Ijtimak menjelang Zulhijjah 1427 H terjadi pada hari Rabu legi, 20 

Desember 2006 pukul 21:01:26 WIB 

2. Tinggi hilāl pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (=-07° 48’ 

dan = 110°21’BT) = -01°17’49”(hilāl belum wujud) dan di seluruh 

wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu hilāl berada di 

bawah ufuk. 

3. 1 Zulhijjah 1427 H jatuh pada hari Jumat Pon, 22 Desember 2006 

M 

4. Hari ʻArafah (9 Zulhijjah 1427 H) hari Sabtu Legi, 9 Januari 2006 

M. 

5. Idul Adha (10 Zulhijjah 1427 H) hari Ahad Pahing, 31 Desember 

2006 M.
44

 

Selanjutnya di tahun 2007, pada tahun ini Muhammadiyah bersama 

dengan Pemerintah Indonesia tetapi berbeda dengan Arab Saudi. Majelis 

Tarjih Muhammadiyah dengan putusannya mengeluarkan maklumat 

mengenai Idul Adha dan puasa ʻArafah bahwa dari Maklumat No. 

                                                           
43

 Lihat selengakpnya di Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah lampiran  
44

Lihat selenagakpnya di Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah di lampiran  
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06/MLM/I.0/E/2007 tertanggal 23 Zulqa’dah 1428 H/3 Desember 2007 M, 

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan bahwa tanggal 1 

Zulhijjah 1428 H jatuh pada hari Selasa Pahing 11 Desember 2007 M, 

tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu Kliwon 19 Desember 2007 M, dan 

tanggal 10 Zulhijjah (Idul Adha) 1428 H jatuh pada hari Kamis Legi 20 

Desember 2007 M.
45

 

Sementara Arab Saudi melalui Majlis al-Qada’ al-A’la (Majelis 

Peradilan Tertinggi), sebagaimana diberikan oleh kantor Berita Saudi Arabia 

WAS (Wakalah al-Anba’ as-Sa’udiyyah/ Saudi Press Agency, SPA), 

mengumumkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1428 H jatuh pada hari Senin 10 

Desember 2007 M, hari ʻArafah (9 Zulhijjah 1428 H) jatuh pada hari Selasa 

18 Desember 2007 M dan Idul Adha (10 Zulhijjah 1428 H) jatuh pada hari 

Rabu 19 Desember 2007 M. 
46

 

Maka dari itu Puasa ʻArafah untuk kaum muslimin di Indonesia 

dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah 1428 H menurut penanggalan yang 

ditetapkan di Indonesia hari Rabu Kliwon bertepatan dengan tanggal 19 

Desember 2007 M dan hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhujjah 1428 H hari 

Kamis Legi bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2007 M.
47

 

Kemudian di tahun 2010, dari Maklumat resmi yang dikeluarkan oleh 

MuhammadiyahNomor: 05/MLM/I.0/E/2010, dengan data: Ijtimak menjelang 

Zulhijjah 1431 H terjadi pada hari Sabtu, 06 November 2010 M pukul 

11:53:04 WIB. Tinggi hilāl pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta (ϕ= -

                                                           
45

 lihat lengkapnya di maklumat resmi PP Muhammadiyah lampiran 
46

 ibid 
47

 Ibid. 
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07°48’ dan λ= 110°21’ BT)= +01°34’23” (hilāl sudah wujud) dan di seluruh 

wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam hilāl sudah di atas ufuk. 

Kemudian berdasarkan hasil hisab tersebut maka pimpinan Pusat 

Muhammadiyah mengumumkan bahwa: 

a. 1 Zulhijjah 1431 H jatuh pada hari Ahad, 07 November 2010 M 

b. Hari ʻArafah (9 Zulhijjah 1431 H) jatuh pada hari Senin, 15 

November 2010 M. 

c. Idul Adha (10 Zulhijjah 1431 H) jatuh pada hari Selasa, 16 

November 2010 M.
48

 

Sementara itu  Mahkamah Agung Arab Saudi melalui keputusan 

dengan nomor 18 H / tanggal 29/11 – 1/12 / 1431 H, menetapkan bahwa 

tanggal 1 Zulhijah 1431 H jatuh pada hari Ahad 7 November 2010 H, hari 

ʻArafah (9 Zulhijah) 1431 H jatuh pada hari Senin 15 November 2010 M, 

dan IdulAdha 1431 H jatuh pada hari Selasa 1431 H. Dinyatakan pula 

bahwa penetapan itu berdasarkan rukyat yang dilakukan sejumlah saksi 

adil pada Sabtu sore 6 November 2010 M.
49

 

Pada tahun 2014 Muhammadiyah mengeluarkan pemberitahuan 

resmi melalui maklumat Nomor: 02/MLM/I.0/E/2014, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Ijtimak jelang Zulhijjah 1435 H terjadi pada hari Rabu legi, 24 

September 2014 M pukul 13:15:45 WIB 

                                                           
48

 Lihat lengkapnya di Maklumat resmi Muhammadiyah, lampiran  
49

http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-153-det-zulhijah-tahun-baru-hijriah-dan 

kalender-islam-global.html, diakses pada Senin 14 Desember 2015 

http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-153-det-zulhijah-tahun-baru-hijriah-dan%20kalender-islam-global.html
http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-153-det-zulhijah-tahun-baru-hijriah-dan%20kalender-islam-global.html


69 

 

2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (ϕ = -07°48’ 

dan λ = 100°21’ BT) = +0°30’04” (hilāl sudah wujud) 

3. Pada saat matahari terbenam tanggal 24 September 2014 M (hari 

Rabu), di sebagian wilayah barat Indonesia hilāl sudah wujud dan di 

sebagian wilayah timur Indonesia belum wujud. Dengan demikian, 

garis batas Wujūd al-hilāl melewati wilayah Indonesia dan membagi 

wilayah Indonesia menjadi dua bagian. 

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

menetapkan: 

1. Tanggal 1 Ramadan 1435 H jatuh pada hari Sabtu Pon, 28 Juni 

2014 M. 

2. Tanggal 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin Pon, 28 juli 2014 

M. 

3. Tanggal 1 Zulhijjah 1435 H jatuh pada hari Kamis Pahing, 25 

September 2014 M. 

4. Idul Adha (10 Zulhijjah 1435 H) jatuh pada hari Sabtu Legi, 4 

Oktober 2014 M.
50

 

Untuk tahun 2015 ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

berdasarkan maklumat nomor 01/MLM/I.0/E/2015 menegaskan bahwa 

hasil hisab Zulhijjah 1436 Hijriyyah sesuai dengan hisab hakiki Wujūd al-

hilāl Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sebagai berikut: 

                                                           
50

 Lihat lengkapnya di Maklumat PP Muhammadiyah, lampiran  
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1. Ijtimak jelang Zulhijjah 1436 H terjadi pada hari Ahad Kliwon, 13 

September 2015 M pukul 13:43:35 WIB 

2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ((ϕ = -

07°48’ dan λ = 100°21’ BT) = +0°25’52” 

3. Pada saat Matahari terbenam tanggal 13 September 2015 M (hari 

Ahad), di sebagian wilayah barat Indonesia hilāl sudah wujud dan di 

sebagian wilayah timur Indonesia belum wujud. Dengan demikian, 

garis batas Wujūd al-hilāl melewati wilayah Indonesia dan membagi 

wilayah Indonesia menjadi dua bagian. 

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

telah menetapkan: 

1. Tanggal 1 Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari Senin Legi, 14 September 

2015 M. 

2. Hari ʻArafah (9 Zulhijjah 1436 H) jatuh pada hari Selasa Wage, 22 

September 2015 M. 

3. Idul Adha (10 Zulhijjah 1436 H) jatuh pada hari Rabu Kliwon, 23 

September 2015 M. Penetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

sebagaimana terlampir.
51

 

Demikian data hasil putusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP 

Muhammadiyah mengenai Idul Adha dan Puasa ʻArafah dari tahun 2003-

2015. Putusan ini merupakan hasil dari perhitungan Majelis Tarjih PP 

Muhammadiyyah yang kemudian di keluarkan secara resmi melalui 
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 Lihat lengkapnya di Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, lampiran  
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Maklumat oleh PP Muhammadiyah untuk diimplementasikan oleh warga 

Muhammadiyah dalam menjalankan puasa, hari raya idul fitri, idul adha 

maupun puasa ʻArafah.  
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BAB IV 

ANALISIS ANOMALI FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP 

MUHAMMADIYAH TENTANG PUASA ʻARAFAH TAHUN 2003-2015 

A. Analisis Anomali Fatwa Puasa ʻArafah Majelis Tarjih  

 

Penetapan waktu ibadah adalah salah satu dari fungsi kalender 

Hijriyah. Fungsi lain yaitu fungsi sipil, dari kalender Islam hampir seluruhnya 

telah diambil oleh kalender Masehi, sehingga yang tersisa adalah fungsi 

relijius yaitu menata waktu ibadah. Dan salah satu bentuk ibadah Islam adalah 

suatu ibadah yang dilaksanakan di suatu tempat tertentu di muka bumi (seperti 

Indonesia), tetapi waktunya terkait dengan peristiwa di tempat lain. Ibadah itu 

adalah puasa sunat ʻArafah yang dikerjakan di mana pun di dunia termasuk di 

Indonesia, tetapi waktunya adalah pada hari terjadinya wukuf di ʻArafah, 

Mekah.
1
 

Ada silang pendapat apakah puasa ʻArafah harus dilaksanakan ketika 

jamaah haji sedang melakukan wukuf di ʻArafah atau pada tanggal 9 Zulhijjah 

waktu masing-masing.
2
 Muhammadiyah sendiri memahami bahwa hari 

ʻArafah adalah hari pada setiap bulan Zulhijjah di mana jamaah haji yang 

sedang melaksanakan rangkaian manasik haji melakukan wukuf di padang 

                                                           
1
 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Unifikasi Kalender Hijriah, td, 

2015, hlm. 2 
2
 Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 08 Desember 2015 di ruang Dosen 

Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   
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ʻArafah, Mekkah, Arab Saudi, dan itu adalah tanggal 09 Zulhijjah. Hari 

sebelumnya, yaitu tanggal 08 Zulhijjah dinamakan hari Tarwiyah di mana 

jamaah haji berangkat dari Mekkah ke Mina.
3
 Maka dari itu pelaksanaan 

puasa ʻArafah berkaitan dengan kejadian saat jamaah haji wukuf di padang 

ʻArafah. Menurut Muhammadiyah pendapat yang menyatakan bahwa puasa 

ʻArafah tidak dikaitkan dengan peristiwa wukuf di ʻArafah rasanya sangat 

janggal. Alasan bahwa penamaan puasanya adalah puasa ʻArafah (pakai h di 

akhirnya), sedangkan nama tempat wukuf adalah Arafat (pakai t di 

akhirnya/bentuk jamak), sehingga wukuf di Arafat (pakai t) tidak menjadi 

sebab adanya puasa ʻArafah (pakai h), adalah argumen yang terlalu mengada-

ada. Bahwa tempat wukuf dinamakan Arafat (pakai t), itu hanyalah salah satu 

nama saja. Tempat wukuf itu juga dinamakan ʻArafah (pakai h) sebagaimana 

disebutkan dalam hadis Abd ar-Rahman Ibn Yʻamar ad-Dili riwayat Ahmad, 

an-Nasai, Ibn Majah, ad-Daraquṭi, dan Ibn Abi Syaibah begitu pula dalam 

                                                           
3
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Unifikasi Kalender Hijriah, td, 

2015, hlm. 3 
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hadis Umm al-Fadl
4
. Jadi puasa ʻArafah terkait dengan peristiwa wukuf di 

ʻArafah.
5
 

Menurut penafsiran Muhammadiyah dalam mengartikan kata  تسع ذي

 dalam hadis Hunaidah riwayat Abu Dawud, Ahmad dan (tisʻu zilhijjah)الحجة

al-Baihaqi
6
, sebagai tanggal 9 Zulhijjah jelas suatu kesalahan secara tata 

bahasa Arab. Tidak ada ulama yang menafsirkan demikian. Kata تسع ذي الحجة 

(tisʻu zilhijjah)dalam hadis diartikan sebagai 9 hari pada bulan Zulhijjah sama 

halnya dengan kata  مه رمضانالعشراواخر  yang artinya 10 akhir bulan Ramadlan 

bukan tanggal 10 bulan Ramadlan.
7
 Sedangkan tanggal 9 Zulhijjah itu dalam 

bahasa Arab adalah  تاسع ذالحجة (tasʻi zilhijjah). Begitu pula kata العشر dalam 

hadis Aisyah artinya 10 hari bulan Zulhijjah, bukan tanggal 10 Zulhijjah. 

                                                           
4
 Redaksi hadisnya yaitu:  

ٌت الحارث اى ًاسا توارّاعٌذُا يْم عرفت في صيام رسْلالله صلي الله عليَ ّسلن فقال بعضِن ُْ صائن ّقال عي ام الفضل ب

بعضِن ليس بصائن فأرسلت اليَ بقذح لبي ُّْ ّاقف علي بعيرٍ بعرفت ]رّاٍ البخارٓ ّهسلن ّاللفظ لوسلن ّابْ داّد ّهالك 

 ّاحوذ[

dari Ummul Fadl Binti al-Hariz (diriwayatkan) bahwa orang-orang berdebat di dekat beliau 

pada hari ʻArafah tentang apakah Rasulullah saw berpuasa pada hari itu. Sebagian 

mengatakan: Beliau berpuasa, dan sebagian lain mengatakan tidak berpuasa. Maka aku 

(Ummul Fadl) mengirim satu cawun susu (kepada beliau) yang berada di atas untanya di 

ʻArafah, lalu beliau minum (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Malik dan Ahmad). ibid, 

hlm 6 
5
ibid,  hlm. 4 

6
 Bunyi hadis tersebut  

يَ ّسلن يصْم تسع عي ٌُيذة بي خالذ عي اهرأتَ عي بعض أزّاج الٌبي صلي الله عليَ ّسلن قالت كاى رسْلالله صلي الله عل

رالحجت ّيْم عاشْراء ّثلاثت ايام هي كل شِر أّل اثٌيي هي الشِر ّالخويس ]رّاٍ ابْ دّدّاحوذ ّالبيِقي. صححَ الالبأً 

 ّضعفَ الارًؤّط[

“Dari Hunaidah Ibn Khalid, dari isterinya, dari salah seorang istri nabi saw (diriwayatkan 

bahwa) ia berkata: Adalah Rasulullah saw melakukan puasa pada sembilan hari bulan 

Zulhijjah, hari Asyura, tiga hari setiap bulan, dan hari Senin dan Kamis pertama setiap bulan 

(HR Abu Dawud, Ahmad, dan al-Baihaqi: disahihkan oleh al-Albani dan didaifkan oleh al-

Arna’ut), ibid, hlm 7 
7
Wawancara dengan Syamsul Anwar sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP 

Muhammadiyah periode 2010-2015 di Ruang Dosen Prodi Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta pada hari Selasa 8 Desember 2015 pukul 11.25 WIB. 
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Maksud hadis ini adalah adalah bahwa puasa sunat pada bulan Zulhijjah itu 

dilakukan juga pada 10 hari pertama Zulhijjah.  

Namun para ulama membuat takwil bahwa yang dimaksud adalah 9 

hari pertama Zulhijjah karena pada hari ke 10, hari Idul Adha, dilarang 

berpuasa. Penyebutan 10 hari pertama Zulhijjah ini karena dalam hadis-hadis 

lain diterangkan keutamaan beribadah pada sepuluh hari tersebut, termasuk 

keutamaan berpuasa, hanya saja karena hari Idul Adha dilarang puasa, maka 

secara otomatis menurut pemahaman akal maksudnya adalah sembilan hari. 

Dengan kata lain dalam hadis ini ada istisna aqli (pengeculian berdasarkan 

logika pikiran). Demikian Ali al-Qari (w. 1014/1605) dalam Mirqatul 

Mafatih. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa puasa ʻArafah tidak dikaitkan 

dengan kegiatan wukuf di ʻArafah berdasarkan hadis-hadis tersebut tidak 

tepat.
8
  

Dalam persoalan ini, menurut penulis hal ini bisa dipahami bahwa 

keseragaman dalam melaksanakan ibadah puasa ʻArafah maupun puasa 

Ramadan, Syawwal dan Zulhijjah merupakan suatu cita-cita bersama. Tak 

terkecuali Muhammadiyah, hal ini tercermin dari pendapat bahwa puasa 

ʻArafah merupakan ibadah puasa yang dilaksanakan sesuai dengan prosesi 

wukuf di Arafah karena hal itu akan terlaksana jika umat Islam di dunia 

mempunyai satu kalender Hijriyah tunggal yang bersifat global. 

                                                           
8
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Unifikasi..., hlm 11 
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Mengenai fatwa Majelis Tarjih tentang puasa Arafah, secara lengkap 

diktum fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Nomor 16 Tahun 2003 

tentang Puasa Arafah sebagai berikut :  

Pertama, tentang ketentuan hukum. Dalam kententuan hukum tersebut 

disebutkan bahwa: (1) perihal pelaksanaan ibadah Puasa Arafah, idealnya 

mengikuti sebagaimana keputusan Makkah, atau menggunakan mathla’ 

Makkah karena Makkah merupakan tempat wukuf di Arafah). (2) hadis yang 

dipakai pijakan adalah (الجماعة رواه) مستقبلة أو ماضية سنتيه يكفر عرفة صوم  (3) bagi 

orang yang mengikuti penetapan Pemerintah (Departemen Agama) tidak dapat 

disalahkan, puasanya mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dipandang sah 

secara hukum.". Kedua, rekomendasi. berpuasa pada hari para hujjaj sedang 

melakukan wukuf, bukan pada hari lainnya, apalagi mengingat selisih waktu 

antara Arab Saudi dan Indonesia hanya ± 4 jam.  

Apabila diteliti isi diktum fatwa tersebut menyimpang dari apa yang 

sudah dijadikan pegangan oleh Muhammadiyah mengenai penetapan awal 

bulan. Muhammadiyah menggunakan hisab sebagai pedoman penyusunan 

kalender Hijriyyah dan bukan semata untuk penentuan bulan-bulan suci 

dengan mengacu Kitab Keputusan Wiradesa 1973, meski upaya membakukan 

hisab telah dirintis sejak masa K.H. Ahmad Dahlan. Ḥisāb yang digunakan 

adalah hisab hakiki dengan “kriteria” wujūd al-hilāl tanpa wilāyat al-ḥukmi. 

Dalam “kriteria” ini, bulan diasumsikan berada dalam fase hilāl ketika puncak 

cakram bulan tepat bersentuhan dengan horizon barat kala matahari terbenam, 



77 

 

yang secara matematis diterjemahkan sebagai Lag ≥ -2 menit secara 

geosentrik. Apabila garis Lag = -2 menit melintasi Indonesia, maka daerah 

yang terletak di sisi timur garis tersebut akan memasuki tanggal 1 Hijriyyah 

sehari lebih lambat ketimbang daerah yang ada di sisi baratnya. 

Muhammadiyah tergolong konsisten menggunakan hisab meski tetap terdapat 

deviasi lokal.
9
  Kemudian, permasalahan matlak sendiri dikaji ulang dan 

diputuskan dengan wilayāt al-hukmi yang secara resmi diputuskan di Munas 

Tarjih ke 26 di padang. 

Secara kelembagaan di lingkungan Muhammadiyah keberadaan fatwa 

mengenai ʻArafah tahun 2003 sudah ada ketentuan baku yang lebih tinggi dan 

mengikat yaitu hasil putusan tarjih yang dihasilkan dengan metode 

Musyawarah Nasional Tarjih ke 26 yang dilaksanakan di Padang. Sehingga 

Muhammadiyah menggunakan matlak wilayāt al-hukmi dalam penetapan 

awal bulan kamariahnya. Dengan begitu keputusan yang dipakai di 

Muhammadiyah adalah hasil Musyawarah Nasional Tarjih (Munas Tarjih) 

yang secara sendirinya menghapus keberadaan fatwa tersebut. Hal ini 

dikarenakan secara hierarki kedudukan fatwa di majelis tarjih sebagai sebuah 

produk berada di bawah putusan tarjih melalui Musyawarah Nasional Tarjih. 

Namun, menurut penulis hal ini dilematis, di satu sisi fatwa sebagai 

hasil dari produk Majelis Tarjih dan sudah barang tentu menggunakan dalil-

                                                           
9
 Muh. Ma’rufin Sudibyo, dimuat dalam jurnal Al-ahkam vol. 24 no. 1, April 2014. 

Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah bekerjasama dengan LPKBHI IAIN Walisongo Semarang,  hal. 116 
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dalil yang bersumber dari Al Quran dan hadis dalam penetapannya. Namun 

disisi lain setelah ditanfiżkan di munas fatwa teesebut tidak disetujui oleh 

forum. Lantas bagaimana hukumnya apabila ada warga Muhammadiyah yang 

mengamalkan hasil dari fatwa tersebut?  

Sehingga dari kaca mata hukum, bisa dikatakan apa yang ditetapkan 

oleh Majelis Tarjih (Divisi fatwa) dalam fatwa majelis tarjih yang dikeluarkan 

pada tahun 1423 H/2003 M telah batal demi hukum. Dalam fatwa majelis 

tarjih mengusulkan agar menggunakan matlak Arab Saudi dalam penetapan 

hari ʻArafah. sementara terkait persoalan tersebut Majelis tarjih mengeluarkan 

putusan yang sifatnya mengikat dan lebih tinggi kedudukannya dari fatwa 

yaitu tetap pada kriteria dulu dengan menggunakan matlak fiwilayāt al-hukmi 

yang dilaksanakan lewat metode Musyawarah Nasional Tarjih di Padang 1-5 

Oktober 2003. Sehingga fungsi dan peran lembaga fatwa yang bertugas 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan terkait masalah keagamaan menjadi 

tumpul, tidak memiliki kekuatan hukum. Namun apabila ada yang masih ragu 

dan memilih berbeda dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

dengan berpedoman terhadap hasil fatwa tersebut maka sikap itu hanya untuk 

dirinya sendiri saja, tidak untuk disiarkan apalagi mengajak orang lain, 

terlebih menggunakan nama organisasi Muhammadiyah di tingkat ia berada.
10 

                                                           
10

 Wawancara dengan Amiruddin staff sekretaris PP Muhammadiyah pusat di kantor PP 

Muhammadiyah Pusat Yogyakarta Jalan KHA. Dahlan hari Kamis 19 November 2015 
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Perbedaan perbedaan penetapan awal bulan Zulhijjah (Idul Adha 

maupun ʻArafah) dari tahun 2003-2015 yang penulis lampirkan di bab 

sebelumnya merupakan hasil keputusan hisab Majelis Tarjih Muhammadiyah. 

Adapun adanya perbedaan baik antara Muhammadiyah dengan pemerintah 

Indonesia maupun dengan Arab Saudi merupakan perbedaan yang didasari 

setidaknya tiga pokok permasalahan, Pertama kedudukan hisab dan rukyat, 

kedua pengertian “yaum ʻArafah”, dan ketiga matlak. Apabila diruntut 

perbedaan perbedaan tersebut sejak tahun 2003, 2005, 2010, dan 2014 

Muhammadiyah dan Pemerintah Arab Saudi berlebaran Idul Adha secara 

bersama dan berbeda dengan hasil keputusan sidang isbat Kementerian 

Agama RI. Dan 2006, dan 2007 Muhammadiyah dan Pemerintah RI 

merayakan Idul Adha secara bersama-sama dan berbeda dengan keputusan 

Pemerintah Arab Saudi. Sehingga tidak benar apabila dikatakan 

Muhammadiyah tidak konsisten dengan kriterianya terutama dalam kasus 

ʻArafah apalagi dengan menyertakan fatwa matlak Arab Saudi sebagai acuan 

dalam penetapan awal bulan kamariah. Karena hal ini sudah jelas bahwa 

sejatinya hukum dari fatwa tersebut sudah tidak berlaku di Muhammadiyah 

meskipun ada orang yang mengamalkannya namun itu semata-mata karena 

alasan personal bukan atas nama keorganisasian Muhammadiyah. 

Namun, disamping itu perbedaan penetapan Muhammadiyah dengan 

Arab Saudi bisa dikarenakan faktor inkosistensi dari ketetapan Arab Saudi, 

meskipun dalam penetapannya memakai hisab, namun untuk bulan bulan 
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Ramadan, Syawal maupun Zulhijjah menunggu laporan rukyatulhilāl. Sebagai 

contoh Idul Adha 1427 H, seperti yang dijelaskan sebelumnya di bab III 

bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan hari Idul Adha 1427 H jatuh 

bertepatan dengan hari Minggu 31 Desember 2006, Muhammadiyah yang 

menggunakan hisab menetapkan jauh jauh hari bahwa Idul Adha jatuh hari 

Minggu 31 Desember 2006. Namun yang membingungkan pemerintah Arab 

Saudi ternyata menetapkan wukuf terjadi pada hari jum’at 29 Desember 2006, 

ini berarti di Arab Saudi dan sekitarnya Idul Adha jatuh sehari setelah wukuf 

yaitu hari Sabtu 30 Desember 2006. 

Oleh karena itu untuk menghitung ketinggian hilāl setelah konjungi 

pada 29 Dzulqaidah 1427 H, berdasarkan program komputer Accurate Times 

5.1 dengan basis hitungan digunakan kota Mekah dengan informasi geografis 

sebagai berikut:
11

 

Lokasi   : Mekah, Saudi Arabia 

Lintang  : 21º 25’ 22” (lintang Utara) 

Bujur   : 39º 49’ 31” (bujur Timur) 

Sudut depresi Matahari : 18 º 

Ketinggian (dari muka laut) : 304 meter (di atas muka laut) 

Dari program komputer perhitungan hisab Jordanian Astronomical 

Society (JAS), yang dikembangkan oleh Mohammad Odeh (Accurate Times 

                                                           
11

 Tono Saksono, Mengkompromikan Hisab & Rukyat, Jakarta : Amythas Publicita, 2007, 

hlm. 175 



81 

 

5.1), memberikan hasil hitungan Wujūd al-hilāl 29 Dzulqa’dah 1427 H yang 

terjadi di Mekkah adalah bertepatan dengan maghrib pada 21 Desember 2006. 

Ketinggian hilāl pada saat itu adalah sekitar 11,75 º busur. Ketinggian sebesar 

ini sebetulnya termasuk cukup tinggi dan jika kondisi langit cukup bersih, 

kemungkinan untuk tidak dapat melihat hilāl sangat kecil sekali meskipun 

oleh perukyat mata telanjang (tanpa bantuan alat optik). Dengan ketinggian 

hilāl seperti ini, berarti 47 menit dan 1 detik setelah maghrib (Matahari 

terbenam), Bulan pun tenggelam.
12

 Gambaran untuk peta visibilitas hilāl bisa 

dilihat pada gambar di bawah ini yang diambil berdasarkan program 

Muhammad Odeh. 

peta dunia visibilitas hilāl untuk 21 Desember 2006 (sumber program: 

Mohammad Odeh, JAS) 

                                                           
12

 Ibid. Hlm 176 
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Dengan demikian kadang penetapan yang dilakukan oleh Arab Saudi 

melalui Majelis Al-Qadla Al-A’la (Mahkamah Tinggi) kontroversial seperti 

kasus Zulhijjah 2006. Saat itu maghrib 20 Desember 2006 bulan telah berada 

di bawah ufuk. Namun  ternyata ada laporan rukyat dan diterima oleh Majelis 

Al-Qadha Al-A’la sehingga awal Zulhijjah di Arab Saudi jatuh pada 21 

Desember 2006 dan Idul Adha jatuh pada 30 Desember 2006. Hal ini yang 

menyebabkan adanya perbedaan penetapan Muhammadiyah dengan Arab 

Saudi meskipun sama-sama menggunakan hisab namun untuk bulan-bulan 

Ramadlan, Syawwal, dan Zulhijjah Arab Saudi menggunakan rukyat dalam 

penetapannya. 

Tegasnya secara resmi Muhammadiyah menetapkan status fatwa puasa 

ʻArafah tahun 2003 melalui keputusan Tarjih XXVI di Padang tahun 2003 

Komisi Hisab dan Rukyat tentang “Penetapan Awal Bulan Kamariah dan 

Matlak” sebagai berikut: 

1. “Hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan 

rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, 

dan Zulhijjah 

2. Hisab sebagaimana tersebut pada poin satu yang digunakan oleh 

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah ialah Hisab Hakiki dengan kriteria Wujūd 

al-hilāl 

3. Matlak yang digunakan adalah matlak yang didasarkan pada 

Wilayah al-Hukmi (Indonesia). 

4. Apabila Garis Batas Wujul al-Hilāl pada awal bulan kamariyah 

tersebut di atas membelah wilayah Indonesia, maka kewenangan 
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menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada kebijakan 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah”.
13

  

Menurut penulis adanya anomali dari fatwa puasa ʻArafah tahun 2003-

2015 bahwa sejak dikeluarkannya fatwa mengenai puasa ʻArafah oleh Majelis 

Tarjih dengan ketentuan menggunakan matlak Arab Saudi (Makkah) dalam 

melaksanakan puasa ʻArafah, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan metode 

yang sudah digunakan Muhammadiyah sejak lama. Kemudian setelah 

disidangkan di Munas Tarjih ke 28 di Padang telah ditetapkan perintah yang 

lebih mengikat dengan ketentuan menggunakan matlak wilayāt al-hukmi 

sehingga dalam melaksanakan puasa ʻArafah maupun penetapan awal bulan 

kamariah Muhammadiyah tetap menggunakan putusan yang dikeluarkan oleh 

Majelis Tarjih berdasarkan hasil hisabnya yang kemudian disebarkan dalam 

bentuk Maklumat awal bulan. Sehingga secara kelembagaan Muhammadiyah 

konsisten dengan hasil keputusan Musyawarah Nasional tersebut, namun 

apabila ada perseorangan yang menggunakan fatwa tersebut hal itu atas dasar 

pribadi saja dan tidak boleh membawa atas nama organisasi.  

B. Analisis Faktor-faktor yang melatar belakangi Fatwa Puasa ʻArafah 

tahun 2003 

Secara garis besar bahwa dikeluarkannya fatwa tersebut karena adanya  

perbedaan dalam melaksanakan awal Zulhijjah terutama ketika puasa ʻArafah 

tidak sesuai dengan jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang ʻArafah. 

                                                           
13

 Rupi’i Amri, Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Muhammadiyah, makalah 

Seminar Nasional “Kapan Awal dan Akhir Ramadhan 1435 H”, diselenggarakan oleh Fakultas 

Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Senin 23 Juni 2014 M.h. 8 
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Inilah yang kemudian menjadi latar belakang munculnya usulan dikeluarkan 

fatwa tersebut
14

. Menanggapi adanya perubahan tersebut Oman Fathurrohman 

berpendapat bahwa hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan 

pemahaman mengenai pelaksanaan puasa ʻArafah hendaknya sebagaimana 

jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di padang ʻArafah namun sampai 

sekarang Muhammadiyah menetapkan berdasarkan kriteria penanggalan 

sendiri, karena Muhammadiyah sendiri mempunyai kaidah kaidah dalam 

penentuan awal bulan. Ketika di Muhammadiyah sendiri melakukan hisab dan 

memperhitungkan bahwa hilāl masih di bawah ufuk, namun Arab Saudi 

menetapkan berbeda karena ada yang melihat hilāl dan laporan tersebut 

diterima, padahal menurut perhitungan kontemporer sebagaimana yang 

dilakukan Muhammadiyah hilāl masih di bawah ufuk. Maka menurut 

Muhammadiyah adanya kekeliruan dalam penetapan Arab Saudi, sehingga 

belum tentu benar mengikuti apa yang diputuskan Arab Saudi. Maka dari itu 

tidak perlu mengikuti keputusan Arab Saudi akan tetapi Muhammadiyah tetap 

dengan hasil perhitungan yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah 

sendiri.
15

 

                                                           
14

 Wawancara dengan Amiruddin, staf sekretaris Majelis Tarjih Pengurus Pusat 

Muhammadiyah Yogyakarta di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jalan KHA. Dahlan hari Kamis 19 

November 2015 
15

 Wawancara dengan Oman Fathurrohman pada tanggal 04 Mei 2016 di Aula lantai 1 UIN 

Walisongo Semarang. 
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Disamping itu penulis melihat terdapat faktor lain yang melatar 

belakangi ditetapkannya fatwa ini dari Majelis Tarjih. Faktor-faktor tersebut 

antara lain: 

1. Ketokohan dari pengurus Majelis Tarjih 

Munculnya fatwa fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tahun 2003 

mernurut penulis dilatar belakangi oleh faktor ketokohannya terutama dari 

divisi fatwa saat itu. Fatwa tentang puasa ʻArafah yang dikeluarkan oleh 

majelis Tarjih dilatar belakangi oleh adanya ketokohan dari Ismail Thaib 

sebagai ketua divisi fatwa. Penulis melihat dalam proses adanya fatwa puasa 

ʻArafah tahun 2003 itu secara personal intern Muhammadiyah memang ada 

yang menghendaki menggunakan matlak Arab Saudi terutama dalam 

persoalan puasa ʻArafah. Diantara yang mengusulkan dan memfatwakan hal 

ini yaitu Ismail Thaib sebagai ketua divisi fatwa Majelis Tarjih pada waktu 

itu, hal ini bisa dilihat dari pemikiran dan tulisan Ismail seperti dalam majalah 

suara Muhammadiyah No. 06 Th. Ke-88, 16-31 Maret 2003 M (lihat lampiran 

) dengan judul tulisan “ Pergunakan “Matlak” (Rising Place) Makkah dalam 

penetapan satu Ramadhan, 1 Syawwal dan 1 Zulhijjah (hari raya Fitri dan 

Adha).
16

 Bahkan Ismail tidak hanya mengkhususkan penggunaan matlak 

Makkah bagi bulan Zulhijjah saja akan tetapi bagi bulan bulan yang lainnya 

juga seperti Ramadan maupun Syawal. Dengan argumentasi bahwa: 

                                                           
16

 Tulisan lengkap Ismail Thaib“ Pergunakan “Matlak” (Rising Place) Makkah dalam 

penetapan satu Ramadhan, 1 Syawwal dan 1 Zulhijjah (hari raya Fitri dan Adha)” dilihat di lampiran 
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Berbeda halnya dalam rnenghadapi perbedaan matlak menentukan 

awal bulan, ldul Fitri, ldul Adha, wuquf dan hari-hari tasyrik, di sini ada 

perbedaan pendapat di kalangan ulama, artinya ada yang tetap kukuh bahkan 

ngotot mempertahankan matlak daerahnya, negerinya atau ternpatnya dan ada 

pula yang tidak mengikatkan dirinya dengan matlak tempatnya/negerinya. 

bahkan mengambil matlak negara lainnya. Pendapat kedua ini argumentasinya 

jauh lebih kuat dari pendapat pertama (ingat ini masalah ijtihadiyai.). Khilaf di 

sini bukanlah suatu khilaf (perbedaan pendapat) dalam bidang aqidah atau 

dalam bidang dasar-dasar hukum lslam, tetapi lebih disebabkan karena 

hilangnya rasa kesatuan dan persatuan di antara umat Islam sendiri karena 

intern atau ekstern yang seharusnya tidak perlu terjadi.
17

 

Mengenai perbedaan matlak antara Indonesia dengan Arab Saudi 

dengan argumen sebagaimana hadis Kuraib, hal ini tidak sebagaimana yang 

dikatakan olehnya. Dalam pandangannya bahwa terdapat unsur politis dalam 

pengambilan keputusan di dalam hadis tersebut. Lebih jauh ia mengatakan 

bahwa: 

Kalau orang beralasan bukanlah sahabat Ibnu Abbas tidak memakai 

matlak negeri Siria (Damaskus), tetapi beliau tetap bertahan dengan 

matlak  Madinah dimana waktu itu beliau sendiri sebagai gubernur 

Madinah, tidak tunduk kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai 

khalifah waktu itu? Pertanyaan seperti itu bagi orang yang mau dengan 

cermat mempelajari sejarah islam, dengan mudah akan dapat 

menjawab, yaitu dikarenakan perbedaan yang bersifat politis, akibat 

kurang harmonis hubungan Ibnu Abbas dengan Muawwiyah. 

Sebenarnya sahabat Ibnu Abbas tidak setuju dengan mekanisme 

pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah, dan dimasa pemerintahan 

Ali bin Abi Thalib Muawiyah tidak mau tunduk kepada khalifah 

rasyidin ke 4 ini dengan dalih dia mempunyai hak karena kematian 

Usman bin Affan secara dalim. Pandangan politik Ibnu Abbas sama 

dengan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah sendiri mengangkat sahabat 

Ibnu Abbas sebagai gubernur Madinah boleh dikatakan penuh 
                                                           

17
 Ibid. 
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perhitungan politik, supaya tidak timbul gejolak mengingat Ibnu 

Abbas disamping ilmunya sangat luas (syaikhul mufassirin atau 

turjamanul quran) serta kedekatan nasab dengan Rasulullah saw. 
18

 

Dari tulisan ini memperlihatkan bahwa adanya corak pemikiran yang 

berbeda dari ketua divisi fatwa pada saat itu sehingga dalam memutuskan 

sebuah fatwa mengenai puasa ʻArafah mengusulkan untuk menggunakan 

matlak Arab Saudi. Hal ini menurut Susiknan Azhari dalam catatan bukunya 

mengatakan bahwa pemikiran apa yang dituliskan oleh Ismail merupakan 

hasil pengembangan dari pada pemikiran Hasbi as-shiddieqy.
19

 Sehingga 

menurut penulis di sini terdapat tujuan dalam menyatukan bulan-bulan ibadah 

dan hari ʻArafah sehingga tidak ada perbedaan lagi yang terjadi di umat Islam 

di dunia. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk fatwa sebagai produk 

ijtihad Majelis Tarjih dalam menjawab permasalahan keislaman di 

masyarakat. 

2. Faktor sosial  

Maksud dari faktor ini adalah karena seringnya mengalami perbedaan 

dalam berhari raya maupun di hari ʻArafah dikalangan masyarakat islam 

sehingga khawatir apabila hukum ketika melakukan puasa dari sunnah 

menjadi haram karena berpuasa pada hari raya. Pada tahun 2003 sendiri 

memang terjadi perbedaan bulan Zulhijjah antara Muhammadiyah dengan 

                                                           
18

 Ibid 
19

 Lihat di catatan kaki Susiknan Azhari “Kalender Islam ke arah Integrasi Muhammadiyah 

NU”, Kalender Islam (Ke Arah Intergrasi Muhammadiyah-NU), Yogyakarta: Museum Astronomi 

Islam, 2012, hal. 90 
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pemerintah Indonesia, namun Muhammadiyah pada waktu itu bersamaan 

dengan ketetapan pemerintah Arab Saudi.  

Apabila dilihat dari latar belakang dikeluarkannya fatwa tersebut 

memang tidak terlepas dari perbedaan idul Adha 1423 H yang terjadi 

perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah Indonesia namun 

bersamaan dengan keputusan Arab Saudi. Kriteria yang saat ini digunakan 

Arab Saudi menyatakan, “Jika pada tanggal 29 dalam penanggalan Hijriah 

telah memenuhi 2 (dua) kondisi, yaitu (1) Konjungsi telah terjadi sebelum 

Matahari tenggelam, dan (2) Bulan tenggelam setelah Matahari, maka 

kesokan harinya telah masuk bulan baru (tanggal 1).”
20

 Sehingga berdasarkan 

kriteria tersebut, Arab Saudi akan merayakan Idul Adha pada tanggal 11 

Februari 2003. Hal ini disebabkan pada tanggal 1 Februari 2003 kedua kondisi 

tersebut telah terpenuhi untuk wilayah Arab Saudi.
21

 

Perbedaan Zulhijjah 1423 H dilingkungan Muhammadiyah sendiri 

sempat mengalami permasalahan sendiri terkait dengan adanya Hilāl telah 

wujud bisa juga terjadi sebelum ijtimak. Di Kalimantan bagian selatan, 

Sulawesi bagian selatan, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan bulan telah 

wujud pada saat maghrib 1 Februari,  tetapi belum terjadi ijtimak.
22

 Namun 

dalam masalah ini masalah ini teratasi dengan matlak wilayāt al-hukmi. 

                                                           
20

 Hendro Setyanto, Membaca Langit, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008, cet. 1, hlm. 61 
21

 Ibid 
22

 Thomas Djamalluddin, pdf, Pengertian dan perbandingan Madzhab tentang Hisab Rukyat 

dan Matlak(Kritik terhadap Teori Wujūd al-hilāl dan Matlak Wilayāt al-hukmi), dalam "Musyawarah 

Nasional Tarjih ke-26", PP Muhammadiyah, Padang 1 – 5 Oktober 2003 
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Menurut perhitungan garis Wujūd al-hilāl di seluruh Indonesia seperti yang 

digambarkan sebagai berikut: 

 

ilustrasi garis tanggal Zulhijjah
23

 

Secara astronomis konsep Garis batas Wujūd al-hilāl akan membelah 

menjadi dua wilayah yaitu wilayah yang berada disebelah barat garis batas 

Wujūd al-hilāl dan wilayah yang berada disebelah timur garis batas Wujūd al-

hilāl. Wilayah yang berada disebelah barat garis batas Wujūd al-hilāl, 

Matahari akan terbenam terlebih dahulu dari pada Bulan dan pada saat 

terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk sehingga Bulan telah wujud 

dan pada saat itu juga sudah masuk bulan baru sedangkan wilayah yang 

berada di sebelah timur garis batas Wujūd al-hilāl Bulan lebih dahulu 

terbenam dari pada Matahari sehingga Bulan berada di bawah ufuk dengan 

kata lain bulan belum wujud pada saat Matahari terbenam, sehingga bulan 

                                                           
23

https://tdjamaluddin.files.wordpress.com/2010/06/garis-tanggal-Zulhijjah-1423.jpg. Diakses 

pada 19 April 2016 

https://tdjamaluddin.files.wordpress.com/2010/06/garis-tanggal-dzulhijjah-1423.jpg
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baru belum masuk melainkan masih termasuk bulan yang sedang 

berlangsung.
24

 

Ada saat ketika terjadi kasus pada belahan Indonesia bagian timur 

didapatkan ketinggian hilāl yang minus di bawah ufuk sedangkan untuk 

bagian barat telah berada di nilai nol derajat keatas, untuk permasalahan ini 

Majelis Tajih dan Tajdid memberikan kerangka kerja operasional matlak 

dalam pemaduan mayoritas fungsional dan minoritas fungsional.
25

 Kemudian 

Dalam hal ini kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada 

Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
26

 

Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis dapat diketahui bahwa 

konsep matlak wilayāt al-hukmi yang diterapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP 

Muhammadiyah dapat diterima sebagai bentuk penghindaran mafsadat dengan 

jalan untuk menyeragamkan pandangan mengenai penentuan awal bulan 

kamariah. Dapat dimaklumi dan diterima bahwa yang memiliki hak otoritas 

adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan bukan masing-masing Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah. Apabila diserahkan pada masing-masing Pimpinan 

                                                           
24

 Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam 

Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha), Jakarta; Erlangga, 2007, hlm. 15 

25
 Mayoritas fungsional adalah wacana penerapan hasil keputusan yang berlaku bagi seluruh 

wilayah Indonesia, sedangkan untuk Minoritas fungsional adalah keberlakuan hasil keputusan tentang 

awal bulan kamariah yang berlaku pada daerah tertentu saja dalam masalah kasuistik perbedaan hasil 

yang didapatkan sesuai pertimbangan kemaslahatan maupun kepetingan suatu daerah. Lihat Anik 

Zakariah skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015, hal. 63 
26

 Ismail Khudhori, Metode Penetapan Awal Bulan Muhammadiyah dalam Perspektif Uṣūl 

Fikih, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towards hijriah‟s calender  

unification, aneffort for seeking crescent‟scriterias, scientifically and objectively oleh Fakultas Syariah 

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang hlm. 13  
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Cabang, maka akan terjadi khilafiyah dalam menentukan awal bulan yang 

diakibatkan perbedaan wilayah antar cabang dalam posisi garis wujūd al-hilāl.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka 

selanjutnya penulis akan menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut: 

1. Adanya fatwa mengenai puasa ʻArafah tahun 2003 merupakan 

jawaban dari pertanyaan masyarakat kepada Majelis Tarjih yang 

kemudian disidangkan oleh divisi fatwa saat itu. Isi diktum dari fatwa 

bertentangan dengan apa yang digunakan Muhammadiyah dalam hal 

matlak, sehingga terjadi anomali dari fatwa tersebut. Namun, secara 

kelembagaan di lingkungan Muhammadiyah keberadaan fatwa 

mengenai ʻArafah tahun 2003 ada ketentuan baku yang lebih tinggi 

dan mengikat yaitu hasil putusan Tarjih yang dihasilkan dengan 

metode Musyawarah Nasional Tarjih ke 26 yang dilaksanakan di 

Padang. Karena secara hierarki ada kedudukan yang lebih tinggi dan 

mengikat yaitu putusan Tarjih yang diputuskan melalui cara 

Musyawarah Nasional Tarjih. Oleh sebab itu, Muhammadiyah 

konsisten dengan metode yang sudah ditetapkan dalam Munas Tarjih 

ke 26, dan fatwa tersebut tidak bisa dijadikan alasan pembenaran bagi 

warga maupun Pimpinan Muhammadiyah untuk berhariraya maupun 

puasa ʻArafah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi.  

2. Faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa ʻArafah dengan 

menggunakan matlak Makkah, antara lain adalah karena faktor 
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ketokohan dari pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid terutama di bidang 

fatwa. Di samping itu juga rekomendasi sekaligus peninjauan ulang 

terhadap kriteria penentuan awal bulan kamariah di Muhammadiyah, 

terutama untuk kasus Zulhijjah dan puasa ʻArafah yang kemudian 

ditetapkan di Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2003 di Padang 

dengan ketetapan menggunakan matlak wilayaṭ al-hukmi. 

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis tentang Dinamika fatwa 

Majelis Tarjih tentang puasa ʻArafah tahun 2003-2015, maka penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Jika mengakui fatwa sebagai produk Tarjih maka sebaiknya pimpinan 

Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan koordinasi terlebih dahulu 

dengan divisi dibawahnya dalam menetapkan atau mengeluarkan 

sebuah fatwa. Agar masyarakat tidak dibuat bingung apabila terjadi 

adanya ketidak sesuaian antara hasil fatwa tersebut dengan putusan 

yang berada diatasnya. Dengan begitu warga Muhammadiyah bisa 

mengimplementasikan hasil keputusan Majelis Tarjih dalam penetapan 

awal bulan yang biasa dipublikasikan melalui maklumat. 

2. Perlu adanya sosialisasi yang masif dari Majelis Tarjih 

Muhammadiyah mengenai macam-macam produk Majelis Tarjih 

tentang suatu hukum atau permasalahan. Sehingga seluruh warga 

Muhammadiyah tidak mengalami kebingungan ketika adanya dua hasil 

produk ijtihad Majelis Tarjih yang saling kontradiktif. 



94 
 

 
 

C. Penutup 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang 

telah melimpahkan karuniah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari adanya kekurangan dan 

kelemahan diberbagai segi. Namun, penulis tetap berharap semoga skripsi 

ini bisa bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

Atas saran, masukan, dan kritik yang sifatnya konstruktif demi 

kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih. 

Wallah al-A’lam bi ash-shawab. 
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Lampiran 3 

Hasil Wawancara dengan Oman Fathurrohman, SW  

Auditorium 1 lantai 1 UIN Walisongo Semarang pada hari Rabu Wage 4 Mei 

2016 

1. Bagaimana kriteria bisa dikatakan fatwa di Majelis Tarjih? 

Sebenarnya tidak semua yang dibahas di suara Muhammadiyah dalam 

bentuk jawaban bisa dikatakan fatwa. Namun apabila pembahasan tersebut 

dimuat dan dibahas dalam rubrik tanya jawab memang sudah dikatakan 

fatwa. Akan tetapi, kedudukannya belum tentu mengikat seiring dengan 

adanya pembahasan ditingkat yang lebih tinggi dan ditanfidzkan yaitu 

pada Musyawarah Nasional Tarjih yang diadakan setiap minimal 2 kali 

dalam satu periode Muktamar. Namun jawaban tersebut bisa saja 

dikatakan fatwa untuk kalangan mereka sendiri yang membahas yaitu di 

divisi fatwa. Dalam majalah suara muhammadiyah itu yang di rubrik tanya 

jawab dikelola oleh divisi fatwa. Sehingga hasil jawaban tersebut masih 

dikatakan fatwa dalam lingkup divisi saja karena belum ditanfidzkan 

sehingga dari segi kekuatan belum bersifat mengikat. Namun dalam 

Rubrik tanya jawab memang itu sudah dikatakan fatwa hasil dari divisi 

fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. 

2. Menurut bapak bagaimana latar belakang adanya fatwa mengenai 

puasa Arafah tahun 2003? 

Dalam perkembangannya di Muhammadiyah sendiri bahwa terjadinya 

perubahan pemahaman yang dulu pernah ada bahwa pelaksanaan puasa 

Arafah hendaknya mengikuti sebagaimana jamaah haji sedang 

melaksanakan wukuf di padang Arafah namun sampai sekarang 

Muhammadiyah menetapkan berdasarkan kriteria dan penanggalan 

sendiri, setidaknya yang menjadikan alasan karena kurang setuju dengan 

beberapa penetapan yang dilakukan Arab Saudi. Ketika di 

Muhammadiyah sendiri melakukan hisab dan memperhitungkan bahwa 



hilal masih di bawah ufuk, namun Arab Saudi menetapkan berbeda karena 

ada yang melihat hilal dan laporan tersebut diterima, padahal menurut 

perhitungan kontemporer hilal masih di bawah ufuk. Maka menurut 

muhammadiyah ada yang tidak benar daripada penetapan yang dilakukan 

Arab Saudi, sehingga belum tentu benar mengikuti apa yang diputuskan 

Arab Saudi sehingga tidak perlu mengikuti keputusan Arab Saudi akan 

tetapi tetap dengan hasil perhitungan yang ada di Muhammdiyah sendiri, 

dengan pengertian menyesuaikan dengan tanggal yang ada di Indonesia. 

3. Bagaimana perkembangannya permasalahan mathla dalam Munas 

Tarjih ke 26 tahun 2003 yang diselenggarakan di Padang? 

Dalam Munas tersebut memang dibahas mengenai penetapan 

menggunakan mathla’ wilayatul hukmi, dengan ketentuan sebagai berikut; 

kalau ternyata batas wujudul hilal membelah Indonesia kebijakannya 

diserahkan pada pimpinan pusat yang artinya bahwa Muhammadiyah di 

seluruh Indonesia itu harus satu tidak boleh terpisah yang dapat diartikan 

bahwa kalau dikembalikan ke dalam fiqh itu namanya mathla’ wilayatul 

hukmi. Maka dari itu, Muhammadiyah dalam menghisab awal Bulan 

dengan memakai tempat di Yogyakarta bukan berarti mengikuti 

Yogyakarta akan tetapi juga dilihat secara keseluruhan di Indonesia 

bahkan di seluruh Dunia sehingga bisa dilihat batas batas wujudul 

hilalnya. 

4. Kaitannya dengan Arafah sebagai acuan penyatuan kalender 

Hijriyah global, apakah Muhammadiyah juga memakai konsep 

mathla’ global sebagai acuan? 

Bukan berarti memakai konsep mathla’ global, karena yang namanya 

mathla’ itu apabila hilal terlihat di suatu tempat kemudian berlaku sampai 

radius mana. Namun, berbeda dengan apa yang di kalender internasional 

hilal itu diperhitungkan disuatu tempat itu berapa dengan memakai 

kriteria-kriteria tertentu, misalkan tidak boleh memaksa suatu tempat 

masuk tanggal satu padahal bulan nyata-nyata di bawah ufuk. 



5. Menurut pandangan bapak, mengenai pelaksanaan puasa Arafah 

idealnya seperti apa? 

Menurut saya idealnya bukan mengikuti apa yang diputuskan oleh Arab 

Saudi, akan tetapi harus bersamaan dengan peristiwa wukuf di Arafah, 

caranya dengan kalender internasional dan prinsip penanggalan yang sama 

antara di Arab Saudi dengan di tempat yang lain. Dengan arti bahwa 

waktu puasa Arafah menjadi acuan dalam penyatuan kalender berskala 

global. 

6. Sistematika penetapan fatwa di Majelis Tarjih? 

Perlu diketahui bahwa di Majelis Tarjih terdapat tiga, ada putusan, fatwa, 

dan wacana. Putusan lewat Musyawarah Nasional Tarjih, fatwa lewat 

diskusi dan perbincangan di Majelis sedangkan wacana bisa dari pendapat 

pribadi atau majelis mengeluarkan pendapat wacana wacana tapi itu tidak 

merupakan putusan maupun fatwa hanya wacana saja. 

Lampiran 4 

Wawancara Dengan Prof. Dr. Syamsul Anwar 

Di Ruang Dosen Prodi Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada hari Selasa 8 Desember 2015 

1. Bagaimana mekanisme Majelis Tarjih dalam mengeluarkan 

sebuah fatwa 

Sebelum pembahasan fatwa mengenai puasa Arafah, perlu dipahami 

terlebih dahulu bahwa terdapat 3 produk Majelis Tarjih, yaitu; 

1. Putusan  

Putusan itu sifatnya formil mengikat kepada warga, anggota 

maupun organisasi. Sedangkan forum yang mengambil putusan adalah 

adalah Musyawarah, dan yang membuat putusan adalah Munas Tarjih 

Nasional. Adapun produk dari Musyawarah Nasional Tarjih dinamakan 

dengan Putusan Tarjih. Putusan ini bersifat Nasional dalam arti berlaku 

bagi seluruh warga Muhammadiyah di Indonesia. Dalam mengambil 

putusan forum Musyawarah berangkat dari sebuah mekanisme besar 



dan waktu pelaksanaannya juga tidak setiap tahun yaitu dua kali atau 

minimal sekali setiap satu periode muktamar dimana dalam 

pelaksanaannya kadang-kadang berdiri sendiri kadang kadang 

dilakukan bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah. Maka dari itu 

putusan ini sifatnya formil dan mengikat bagi semua warga 

Muhammadiyah. Putusan tarjih dihasilkan dalam Musyawarah 

Nasional Tarjih, dahulu namanya Muktamar Tarjih. Peserta Munas 

sendiri yang terdiri dari Ulama dan cendekiawan Muhammadiyah 

disebut sebagai Anggota Tarjih. Komposisinya terdiri dari personil 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan dan Anggota Majelis Tarjih 

dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan utusan dari Majelis Tarjih dan 

Tajdid PW Muhammadiyah Se-Indonesia. 

2. Fatwa 

Fatwa sendiri sebagai sebuah produk di Majelis Tarjih PP 

Muhammadiyah sifatnya tidak mengikat seperti halnya putusan. Tetapi 

tetap mencerminkan pandangan Muhammadiyah dalam suatu 

permasalahan agama. Sebagai produk ijtihad dari Majelis tarjih fatwa 

memungkinkan untuk mengalami perubahan, dalam prosesnya fatwa di 

Majelis Tarjih keluar sekitar 2 minggu sekali.  

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa fatwa itu secara 

hierarki berada di bawah putusan nasional tarjih, maka fatwa tidak 

boleh berbeda dengan putusan tarjih. Maka dari itu menurut Syamsul 

Anwar sebagai implikasinya ketika terdapat perbedaan antara fatwa dan 

putusan tarjih tentu putusan tarjih yang diambil, namun apabila ada 

warga Muhammadiyah yang mengamalkan fatwa tersebut yang tidak 

disetujui oleh keputusan munas tarjih Nasional maka itu sah-sah saja, 

akan tetapi dengan catatan bahwa orang tersebut tidak boleh 

mengatasnamakan  sebagai bagian dari warga Muhammadiyah, dalam 

arti fatwa tersebut hanya untuk diamalkan oleh pribadi dan tidak boleh 

mengajak orang lain untuk mengikutinya. Fatwa Majelis Tarjih umunya 

dimuat di dalam Majalah Suara Muhammadiyah yang kemudian akan 



dijadikan buku Fatwa-fatwa Tarjih: tanya Jawab Agama setelah fatwa 

tersebut dibahas di forum Musyawah Nasional Tarjih. 

3. Wacana 

Sedangkan yang terakhir dari produk Majelis Tarjih PP 

Muhammadiyah yaitu wacana, merupakan pengembangan pemikiran 

dalam soal keagamaan yang bersifat tidak mengikat secara 

kelembagaan, diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal. 

2. Bagaimana kalau ada fatwa yang bertentangan dengan putusan? 

Pada hakikatnya fatwa tidak boleh bertentangan dengan putusan, 

karena putusan dibuatnya oleh majelis nasional dan memiliki hukum 

tetap. Namun bagi warga Muhammadiyah yang mengamalkan fatwa 

tersebut itu hanya boleh pribadi tidak boleh mengatasnamakan 

Muhammadiyah. Karena itu kewenangan dan dirinya sendiri. Karena 

secara kelembagaan putusan itu bersifat mengikat dibanding dengan 

fatwa. 

3. Bagaimana pandangan bapak mengenai pelaksanaan puasa 

Arafah? 

Mengenai pelaksanaan puasa Arafah apakah harus sesuai dengan 

prosesi jama’ah haji melaksanakan wukuf di Arafah atau tidak 

menurut saya wajib bersamaan, kalau tidak akan menimbulkan 

masalah oleh karena itu menjadi penting dengan penetapan sistem 

kalender agar puasa Arafah bisa jatuh satu hari di seluruh dunia maka 

dari itu harus ada kalender yang bersifat internasional. 

4. Bagaimana pandangan bapak sendiri mengenai konsep mathla’? 

Mathla itu merupakan upaya ulama zaman dahulu untuk 

menyelesaikan perbedaan pendapat tetapi tidak berhasil kerena itu 

mathla’ itu tidak bisa dipakai harus ditolak, dengan kata lain dunia ini 

dianggap satu mathla’ tidak bisa berbeda-beda mathla’.  

5. Di Muhammadiyah sendiri apakah masih menggunakan konsep 

mathla? 



Secara lembaga di Muhammadiyah sendiri memang masih 

menggunakan mathla wilayatul hukmi sesuai dengan putusan lama 

yang belum diubah. Namun itu juga menjadi persoalan, itu merupakan 

hasil putusan sejak dahulu dan ditetapkan resmi secara kelembagaan di 

Muhammadiyah tahun 2003. Untuk sekarang Muhammadiyah sendiri 

sedang bergerak ke arah kalender Internasional sesuai dengan 

pembahasan di Muktamar Makassar kemarin, dan ketika kita bergerak 

kepada kalender Internasional maka tidak ada lagi konsep mathla’ 

dalam Internasional. Dan kalau pun kita katakan ada mathla’ maka 

istilahnya mathla’ seluruh dunia satu mathla’.  
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